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P  U  T  U  S  A  N

Nomor  :   58/G/2011 /PTUN- JKT.

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te l ah  memutuskan  sebaga i  

ber i ku t ,  da lam sengketa  anta ra  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

haniah  bint i  sal im,  kewarganegaraan   Indones ia ,  peker j aan  

Wiraswasta ,  t empat  t i ngga l   d i  Ja lan  Warga  I  

No.10  RT.014 ,  RW.03  ke lu rahan  Peja ten  Bara t ,  

Pasar  Minggu,  Jakar ta  Sela tan  ; - - - - - -

 Dalam  sengketa  in i  member i  kuasa  kepada  

Syuratman  Usman,  S.H  dan  Roj ik in ,  S.H,  

keduanya  warganegara  Indones ia ,  peker j aan  

Advokat  pada Kantor  Hukum Syura tman  Usman,  S.H 

& Par tne rs ,  bera lamat  di  Ja lan  H.  Riman Bawah 

No.  107 Cinere ,  L imo,  Depok,  berdasarkan  sura t  

kuasa   khusus  Nomor  :  A- 228/SK/SUJkt / 01 - 11  

te r t angga l  13  Januar i  2011,  se lan ju t nya  

disebu t   sebaga i…………….PENGGUGAT ;

M E L A W A N 

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP),  

berkedudukan  di  Ja lan  Pramuka Nomor  33 Jakar t a  

13120.         Dalam   sengke ta   in i  

member ikan    kuasa  khusus  kepada  Momock 
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Bambang  Sumiarso,  S.H,  Idham  Khol iq ,  S.H,  

Tanusi ,  S.E. ,  M.M,    I  Gust i  Made Mandita ,  

S.H. ,  M.H,  Muft i  Marga  Santoso,  S.H,  Bima 

Sujatmiko,  S.H,  Wahyu Wibawa,  S.H,  Tr i  Endang 

Mudiastut i ,  S.H,  Yani  Nurapr iyan i  Mulyani ,  

S.H. ,M.M,  Hotma Maya Marbun,  S.H,  Nasarudin ,  

S.H,  I rawan Amin Nugroho,  S.H dan Puspi ta  Dewi  

Putr i ,  S.H.   Kesemuanya  warga  negara  

Indones ia ,  peker j aan  sebaga i  Pejaba t  dan 

Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  Badan  Pengawasan  

Keuangan  dan  Pembangunan ,  berdasarkan  sura t  

kuasa  khusus  Nomor  :  SKU-355/SU04/2 /2011 ,  

te r t angga l  21  Apr i l  2011,  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  ……………………………………….………...……TERGUGAT  ;   

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  58/PEN- DIS/2011 /PTUN- JKT,  tangga l  6 

Apr i l  2011  ten tang  penetapan  pemer iksaan  perkara  in i  

dengan  acara  

biasa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar ta  Nomor  :  58/PEN/2011 /PTUN- JKT,  tangga l  6 Apr i l  2011  

ten tang  penun jukan  susunan  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  

dan memutus  sengke ta  in i ; - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a   Nomor  :  58/PEN- HS/2011/PTUN-
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JKT,  tangga l  11  Apr i l  2011  ten tang  penetapan  har i  s idang  

pemer iksaan  pers i apan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - -  

- Telah  mendengar  kete rangan  saks i - saks i  dan kete rangan  para  

pihak  yang  bersengke ta  

dipe rs i dangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  dan  memer iksa  bukt i - bukt i  te r t u l i s  maupun 

sura t - sura t  la i nnya  yang  dia j ukan  oleh  para  pihak  yang  

berperka ra  dipers i dangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  sura t  gugatannya  

te r t angga l   7  Maret  2011,  yang  dida f t a r  d i  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  21  Maret  

2011,   dengan   reg i s t e r   perka ra   Nomor  :   58/G/2011 /  

PTUN-JKT,  dan  te lah  dipe rba i k i  da lam  s idang  pemer iksaan  

pers i apan  tangga l  2  Mei  2011,  Penggugat   mengemukakan   ha l -

ha l  sebaga i   ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek Gugatan :

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  menjadi  obyek  sengketa   adalah  

:  Surat  Keputusan  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan  

Nomor  :  S-344/SU/02/2011  ter tangga l  22  Maret  2011,   Per iha l  

Permohonan  Tunjangan  Nafkah  Bulanan  Bekas  Is te r i .  Selan ju tnya  

disebut  obyek  
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gugatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Tenggang Waktu :

Bahwa  ob jek  gugatan  te r t angga l  22  Maret  2011  dan  te lah  

di te r ima  Penggugat   tangga l  24  Maret  2011,  o leh  karenanya  

masih  da lam  tenggang  waktu  dia jukannya  gugatan  in i ,  

sebaga imana  dia tu r  da lam pasa l  55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dasar  dan Alasan Gugatan :

Adapun  yang  menjad i  dasar  dan  alasan  gugatan  ada lah  sebaga i  

ber i ku t   : - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  15  Mei  Tahun  2003  Penggugat  dengan  

Saudara  Drs .  Hadi  Bin  Obed  Salmin  te lah  melakukan  

pern i kahan  dan  te rca ta t  d i    Kanto r  Urusan  Agama 

Kecamatan  Tegal  Bara t ,  Kota  

Tegal  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  awalnya  keh idupan  rumah tangga  Penggugat  dengan  

Saudara  Drs .  Hadi  Bin  Obed  Salmin  ber ja l an  rukun  dan  

harmonis ,  namun  dalam  per j a l anannya  keh idupan  rumah  

tangga  menjad i  t i dak  harmonis  dan  ser i ng  te r j ad i  

perse l i s i h an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  11  Februar i  Tahun  2010,  Saudara  Drs .  

Hadi  Bin  Obed Salmin  mengajukan  permohonan  cera i  ta l ak  
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te rhadap  Penggugat  di  Pengad i l an  Agama Jakar t a  se la tan  

dan te l ah  dipu tus   berdasarkan  Putusan   Pengad i l an  Nomor  

:  0372/  Pdt .G /  2010/PA.JS ,  dan  te l ah  d i l akukan  ik ra r  

ta l ak  o leh  Saudara  Drs .  Hadi  Bin  Obed  Salmin   pada  

tangga l  22  Desember  

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa perkawinan  Penggugat  dengan  Saudara  Drs.  Hadi  Bin  Obed 

Salmin  ber langsung  selama kurang  leb ih  7 (Tujuh)  tahun  dan  

t idak  dikarun ia i  anak ; - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  sebagai  bekas  is te r i  dar i  Saudara  Drs.  Hadi  

Bin  Obed  Salmin  yang  merupakan  Pegawai  Neger i  Sip i l  di  

Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan,  berhak  

mandapatkan   tun jangan  nafkah  bulanan   sebagaimana  dia tur  

dalam Peraturan  Pemerin tah  Nomor  10 Tahun 1983,  yang  te lah  

di rubah  dengan  Peraturan  Pemerin tah  Nomor   45  Tahun  1990  

Tentang  Perkawinan  dan Percera ian  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  dan  

Surat  Edaran  Kepala  Badan  Admist ras i  Kepegawaian  Nasiona l  

(BAKN) Nomor  08/SE/1983  Jo.  Surat  Edaran  Kepala  BAKN Nomor  

48/SE/1990,  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  

Pemerin tah  Nomor  45  Tahun  1990  Jo  Peraturan  Pemerin tah  

Nomor  10 Tahun 1983 Tentang  Iz in  Perkawinan  dan Percera ian  

Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  namun tun jangan  nafkah  bulanan  

tersebut  t idak  diber i kan  oleh  saudara  Drs.  Hadi  Bin  Obed 

Salmin; -

Bahwa  Penggugat  te lah  meminta  berka l i - kal i  kepada  Saudara  

Drs.  Hadi  Bin  Obed Salmin  untuk  memberikan  tun jangan  nafkah  
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bulanan  kepada  Penggugat  namun  hal  tersebut  te tap  

di to lak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   kemudian  Penggugat  mengajukan  permohonan   melalu i  

surat  Nomor   A-353/Sr t /SU/Jk t / 02 - 11 ter tangga l  18 Februar i  

2011  berka i tan   tun jangan  nafkah  bulanan,  kepada  Tergugat  

selaku  atasan  Saudara  Drs.  Hadi  Bin  Obed Salmin,  yang punya  

kewenangan    untuk   menerbi t kan  keputusan  yang  ber is i  

pember ian  tun jangan  nafkah  bulanan  kepada Penggugat  sebagai  

bekas  is te r i  saudara      Drs.  Hadi  Bin  Obed Salmin,  namun 

t idak  dikabulkan  sebagaimana di te tapkan  dalam obyek  gugatan  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  terb i t nya  obyek  gugatan,  Penggugat  t idak  

mendapatkan  hak- hak  nya  sebagai  bekas  is te r i  saudara  Drs.  

Hadi  Bin  Obed Salmin  yai tu  tun jangan  nafkah  bulanan  sebesar  

setengah  dar i  gaj inya ,  sejak  di lakukannya  percera ian  pada  

bulan  Desember   sampai  dengan  gugatan  in i  

dia jukan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   Penggugat  sebelumnya  juga  te lah  meminta  kepada  

Tergugat  melalu i  surat    No  :  A-190/Sr t /SU/Jk t / 11 - 10 

ter tangga l  8  November  2010   yang  pada  pokoknya  meminta  

kepada Kepala  BPKP memberikan  tun jangan  nafkah  kepada bekas  

is te r i  yang  diambi l  dar i  sebagian  gaj i  Saudara  Drs.  Hadi  

Bin  Obed Salmin,  atas  surat  tersebut  Tergugat   memberikan  

jawaban  dengan  surat  No :  S- .2021/  SU/2010  ter tangga l  14  

Desember  2010,  di tandatangani  oleh  Saudara  Suradj i ,  yang  
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pada  pokoknya  menolak   permohonan  

tersebut  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Tergugat  merupakan  atasan  dar i  Saudara  Drs.  Hadi  Bin  

Obed  Salmin,  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  menerbi t kan  

surat  keputusan  terhadap  Saudara  Drs.had i  Bin  Obed salmin ,  

untuk  melaksanakan  Peraturan  Pemerin tah  Nomor 10 Tahun 1983  

Tentang  Iz in  Perkawinan  Dan Percera ian  Bagi  Pegawai  Neger i  

Sip i l  Jo  Peraturan  Pemerin tah  Nomor  45 Tahun  1990  Tentang  

Perubahan  Peraturan  Pemerin tah  Nomor  10 Tahun 1983 Tentang  

Iz in  Perkawinan  dan Percera ian  Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l  ,  

berka i tan  dengan  pember ian  tun jangan  nafkah  kepada  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   Tergugat  berwenang    untuk   menerbi t kan  keputusan  

berka i tan  pember ian  tun jangan  nafkah  bulanan  untuk  bekas  

is te r i ,  yang  diambi l  dar i  gaj i  bekas  suami ,  sebagaimana  

dimaksud  Sura t  Edaran  Kepala  BAKN Nomor    48/SE/1990  

ten tang  petun juk  pe laksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  

45  Tahun  1990  ten tang  perubahan  atas  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  10  Tahun  1983  ten tang  Iz i n  Perkawinan  

dan  Percera ian  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  pada  bag ian  I I  

menegaskan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Angka  18  “  Bendaharawan  gaj i  waj ib  menyerahkan  secara  

langsung  bagian  gaj i  yang  menjad i  hak  bekas  is t r i  dan  

anak- anaknya  sebaga i  ak iba t  percera i an ,  tanpa  leb ih  

dahu lu  menunggu  pengambi l an  gaj i  dar i  Pegawai  Neger i  
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Sip i l  bekas  suami  yang  te lah  mencera i kannya  

“ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Angka 19.  “  Bekas  is t r i  dapat  mengambi l  bagian  gaj i  yang  

menjad i  haknya  secara  langsung  dar i  Bendaharawan  gaj i ,  

atau  dengan  sura t  kuasa,  atau  dapat  meminta  untuk  

dik i r imkan  kepadanya  

“ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dan Putusan  Pengadi l an  Nomor  :  172/Pd t .G /2007 /  PT.A.Sby ,  

te r t angga l  11  Ju l i  2007,  d imana  dalam  per t imbangannya  

menyebutkan  “  Menimbang,  bahwa  keten tuan  mengena i  

keharusan  membayar  2/3  ga j i  untuk  anak  dan   mantan  

is t e r i  yang  te l ah  dice ra i kan  suaminya  te rdapa t   da lam 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  10  Tahun  1983,  kemudian  

dipe rbaharu i  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45  Tahun  

1990,  dan  di t i n dak l an j u t i  dengan  Sura t  Edaran  BAKN 

tangga l  22  Desember  1990,  Nomor  :  48/SE/  1990.  Dar i  

keten tuan - keten tuan  te rsebu t  te rnya ta  dike tahu i  bahwa 

keten tuan  mengena i  pembayaran  2/3  ga j i  adalah  atu ran  

dis i p l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  seh ingga  merupakan  

kewenangan  pe jaba t  admin i s t r a s i  kepegawaian  yang  

bersangku tan .  Dengan  demik ian  dalam  kasus  

Penggugat /Pemband ing  yang  menggugat  agar  

Tergugat /Te rband ing  dibeban i  untuk  membayar  kepada  

Penggugat /  Pembanding  sebesar  2/3  

ga j iTe rguga t /Te rband ing  mela lu i  sura t  kuasa  pemotongan  

gaj i  Tergugat /Te rband ing  ada lah  merupakan  kewenangan  

pimpinan  Bank Mandi r i ,  dan bukan  tugas  Pengad i l an  Agama.  
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Oleh  karena  i t u  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Agama 

menyerahkan  kepada  pimpinan  Bank  Mandi r i  untuk  

melaksanakan /memper t imbangkan  te rhadap  keten tuan-

keten tuan  te rsebu t .  Hal  mana  se ja l an  dengan  

yur i sp rudens i  Mahkamah Agung R. I .  Nomor  :  106  K/AG/1997  

” ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa obyek  gugatan,  yang  menolak  tun jangan  nafkah  bulanan  

bekas  is te r i  (Penggugat ) ,  karena   menganggap  percera ian  

Penggugat  dengan  saudara      Drs.  Hadi  Bin  Obed Salmin  

merupakan  kehendak  bersama,  sehingga  terka i t  pemotongan  

gaj i  untuk  bekes  is te r i  diadasarkan  kesepakatan  bersama dan  

mengacu  pada  ketentuan  Bab I I I  angka  28 huruf  a SE Kepala  

BAKN            Nomor 08/SE/1983,  yang menyebutkan  apabi la  

percera ian  atas  kehendak  bersama  suami  is te r i  yang  

bersangkutan  dan  dar i  perkawinannnya  tersebut  t idak  

dikarun ia  anak,  maka  pembagian  gaj i  suami  kepada  bekas  

is te r i nya  di te tapkan  menurut  kesepakatan  bersama 

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bahwa  obyek  gugatan  tersebut ,  je las - je las  t idak  

mempert imbangkan  fak ta - fak ta  yang  ada  dan  ber ten tangan  

peratu ran  perundangan- undangan  yang  ber laku .  Bahwa sesuai  

dengan  fak ta  yang  ada,  percera ian  tersebut  merupakan  

kehendak  dar i  pihak  Drs.Hadi  Bin  Obed  Salmin ,  sehingga  

pember ian  tun jangan  nafkah  bulanan  kepada  Penggugat   t idak  

berdasarkan  kesepakatan  bersama,  mela inkan  waj ib  mengacu  

pada    Peraturan  Pemerin tah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  
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Iz in  Perkawinan  dan  Percera ian  Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  

yang  secara  tegas  

mewaj ibkan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  8  ayat  1  Menyebutkan  “  Apabi la  percera ian  ter jad i  

atas  kehendak  Pegawai  Neger i  Sip i l  pr ia  maka  ia  waj ib  

menyerahkan  sebagian  gaj inya  untuk  penghidupan  bekas  is te r i  

dan  anak- anaknya  

” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Pasal  8  ayat  3  menyebutkan  “  Apabi la  dar i  perkawinan  

tersebut  t idak  ada  anak  maka  bagian  gaj i  yang  waj ib  

diserahkan  oleh  pegawai  Neger i  Sip i l  pr ia  kepada  bekas  

is te r i nya  ia lah  setengah  dar i  gaj inya .  “Dan  ber ten tangan  

dengan  Surat  Edaran  Kepala  Badan  Admist ras i  kepegawaian  

Nasional  (BAKN) Nomor :  08/  SE/1983  Jo.  Surat  Edaran  Kepala  

BAKN  Nomor  48/SE/1990,  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  

Peraturan  Pemerin tah  Nomor  45  Tahun  1990  Jo  Peraturan  

Pemerin tah  Nomor  10 Tahun 1983 Tentang  Iz in  Perkawinan  Dan 

Percera ian  Bagi  PNS,  Bagian  I I I  angka  19  huruf  b  yang  

menegaskan  “  Apabi la  perkawinan  t idak  menghasi l kan  anak  

maka gaj i  dibagi  dua,  yai tu  setengah  untuk  Pegawai  Neger i  

Sip i l  pr ia  yang  bersangkutan  dan  setengah  untuk  bekas  

is te r i nya  ” .Bahwa  pember ian  tun jangan  nafkah  tersebut  

ber laku  sejak  di lakukannya  percera ian  sampai  dengan  bekas  

is te r i nya  tersebut  kawin  lag i .  Berdasarkan  ura ian  tersebut  

maka  obyek  gugatan  t idak  sah  dan  harus  
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dibata l kan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa percera ian  Penggugat  dengan  Saudara  Drs.  Hadi  Bin  Obed 

Salmin  merupakan  kehendak  dar i  Saudara  Drs.  Hadi  Bin  Obed 

Salmin  hal  in i  dapat  dis impulkan   dar i  fak ta - fak ta  sebagai  

ber iku t   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pertama,  percera ian  dia jukan  oleh  Saudara  Drs.  Hadi  Bin  

Obed Salmin   dengan mengajukan  permohonan cera i  ta lak  di  

Pengadi lan  Agama  Jakar ta  

Selatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kedua,  adanya  permohonan  iz in  cera i  dar i  Tergugat  kepada  

Saudara  Drs.  Hadi  Bin  Obed Salmin  selaku  atasannya,  yang  

mana  te lah  di lakukan  pemeriksaan  oleh  Tergugat  dan  

permohonan  dikabu lkan   sebagaimana  ter tuang  dalam 

Keputusan  Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan 

Pembangunan    (BPKP)  Nomor   :  693/  K/  SU/2009  Tentang  

Pember ian  Iz i n  

Percera ian  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ket iga ,  dalam  pemeriksaan  yang  di lakukan  oleh  Tim 

Pert imbangan  Iz in        Perkawinan  Dan Percera ian ,  Badan  

Pengawasan  Keuangan  Dan Pembangunan   (BPKP)  sebagaimana  

di tuangkan  dalam ber i ta  acara  ter tangga l  03 Apr i l  2009,  

Bahwa  Penggugat  pada  pokoknya  berke ing inan  untuk  

mempertahankan  rumah tangga   dengan Sudara  Drs.  Hadi  Bin  

Obed 
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Salmin  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

Bahwa  seharusnya  Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan 

Pembangunan  (BPKP),  menerbi t kan  Keputusan  yang  ber is i  

pember ian  tun jangan  kepada  Penggugat  selaku  bekas  is te r i  

saudara  Drs.  Hadi  Bin  Obed  Salmin,  sebesar  setengah  

gaj inya ,  dengan berp i j ak  pada Peraturan  Pemerin tah  Nomor 10  

Tahun  1983  Tentang  Iz in  Perkawinan  dan  Percera ian  Bagi  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,   Pasal  8 ayat  1  “  Apabi la  percera ian  

ter jad i  atas  kehendak  Pegawai  Neger i  Sip i l  pr ia  maka  ia  

waj ib  menyerahkan  sebagian  gaj inya  untuk  penghidupan  bekas  

is te r i  dan  anak- anaknya  ” .  Dan Pasal  8  ayat  3  “  Apabi la  

dar i  perkawinan  tersebut  t idak  ada  anak  maka bagian  gaj i  

yang waj ib  diserahkan  oleh  pegawai  Neger i  Sip i l  pr ia  kepada  

bekas  is te r i nya  ia lah  setengah  dar i  

gaj inya . “ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  penolakan  Tergugat   te lah   melanggar  peraturan  

perundang- undangan  yang  ber laku  yai tu   Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Iz i n  Perkawinan  

Dan  Percera ian  Pegawai  Neger i  Sip i l  Jo. Peraturan  

Pemerin tah  Nomor 45 Tahun 1990 Tentang  Perubahan   Peraturan  

Pemerin tah  Nomor  10 Tahun 1983 Tentang  Iz in  Perkawinan  Dan 

Percera ian  Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l  dan  asas- asas  umum 

pemerin tahan  yang  baik ,  yai tu  asas  kepast ian  hukum,  yai tu  

suatu  asas  yang  mengutamakan  landasan  peratu ran  perundang-

undangan,  kepatutan  dan  keadi lan  dalam  set iap  kebi jakan  

Penyelenggara  Negara,  yang  mest inya   waj ib  dipatuh i   oleh  
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seluruh  aparatur  pemerin tah  sehingga  terwujud  keadi lan  bagi  

semua warga  negara,  sebagaimana diamanatkan  dalam Pancasi la  

dan Undang -  Undang Dasar  1945 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan   Pasal  53  ayat  2  huruf  a  dan  b,  Undang-

Undang  Nomor    9   Tahun  2004   Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang   Peradi lan  Tata  

Usaha 

Negara  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Pasal  53 ayat  2 huruf  a menyebutkan  “  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  digugat  ber ten tangan  dengan  peraturan  

perundang- undangan yang   ber laku  ” ; - - - -

Pasal  53 ayat  2 huruf  b menyebutkan  ‘ ’  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  digugat  ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemerin tahan  yang baik   “ ; - - - - - - - - - -

  18.  Bahwa berdasarkan  alasan- alasan  yur id i s  tersebut  dia tas  

Tergugat  waj ib  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan tersebut ,  dengan menerbi t kan  keputusan  yang ber is i  

pember ian  tun jangan  nafkah  kepada   Penggugat   selaku  bekas  

is te r i  saudara  Hadi  Bin  Obed Salmin  sebesar  setengah  dar i  

gaj i  saudara  Drs.  Hadi  Bin  Obed Salmin  sejak  bulan  Desember  

tahun  2010  sampai  Penggugat  kawin  

lag i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  alasan- alasan  tersebut  dia tas ,  Penggugat  

memohon  ki ranya  Majel i s  Hakim  Pengadi lan  Tata  Usaha  Jakar ta  
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pemeriksa  perkara  in i ,  untuk  memutuskan  sebagai  

ber iku t    : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

seluruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  bata l  atau  t idak  sah  Surat  Keputusan  Badan 

Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan   Nomor  :  S-

344/SU/02/2011,  ter tangga l  22 Maret  2011,  per iha l  permohonan  

tun jangan  nafkah  bulanan  bekas  

is te r i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mewaj ibkan   Tergugat   untuk  mencabut  Surat  Keputusan  Badan  

Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan   Nomor  :  S-

344/SU/02/2011  ter tangga l  22 Maret  2011,  per iha l  Permohonan  

Tunjangan   nafkah  bulanan  kepada bekas  is te r i . ; - - - - - - - - - -

Menghukum Tergugat   untuk  menerb i t kan  sura t  keputusan  yang  

ber i s i  tun jangan  nafkah  bulanan   bekas  is t e r i  dar i  

saudara  Drs .  Hadi  Bin  Obed Salmin  untuk  dibe r i k an  kepada  

Penggugat  sebesar  setengah  dar i  ga j i nya ,  te rh i t u ng  se jak  

di l akukannya  ik ra r  ta l ak  ya i t u  pada  bulan  Desember  tahun  

2010,  sampai  Penggugat   kawin  lag i  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.    Menghukum Tergugat   untuk  membayar  segala  biaya  yang  

t imbul  dalam   perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  d i  

atas ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  jawaban  te r t u l i s  te r t angga l  

26 Mei  2011 da lam pers idangan  tangga l  26 Mei  2011,   yang  pada  

pokoknya   sebaga i  ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Terguga t  menolak  semua da l i l  dan sega la  sesuatu  

yang  dikemukakan  o leh  Penggugat  da lam gugatannya ,  kecua l i  

yang  diaku i  secara  tegas  oleh  Tergugat  da lam  “Jawaban  

dalam Ekseps i ”  in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  ekseps i  yang  d ia j ukan  oleh  Terguga t  te rd i r i  

dar i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Gugatan  sa lah  sasaran  ( Erro r  in  Persona /E r ro r  in  

Subjec tum )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  te l ah  lampau  waktu  

( Daluwarsa )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Obyek  gugatan  yang  dia jukan  oleh  Penggugat  bukan  merupakan  

keputusan /pene tapan  yang  dapat  d i j ad i kan  obyek  gugatan  

di  PTUN sebaga imana  d ia tu r  da lam Pasa l  1 angka  9 Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  sebaga imana  te lah  beberapa  ka l i  d iubah  te rakh i r  

dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  (UU 

PERATUN) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  pen je lasan  dar i  ekseps i - ekseps i  Tergugat  
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te rsebu t  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  Salah  Sasaran  ( Erro r  in  Persona l /E r r o r  in  

Subjec tum )  ;

Bahwa  sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama  BPKP 

Nomor  :                     S- 344/SU/02 /2011  tangga l  

22  Maret  2011  yang  menjad i  obyek  gugatan  

in  casu  d ibua t  dan  di te rb i t k an  oleh  Sekre ta r i s  Utama 

BPKP  yang  di t embuskan  kepada  Kepala  BPKP 

(Terguga t )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  TUN kepada  

Kepala  BPKP sebaga i  Tergugat  dengan  a lasan  yang  pada  

pokoknya  mendal i l k an  bahwa  Kepala  BPKP  te l ah  

menerb i t kan  sura t  Nomor  :  S- 344/SU/02 /2011  tangga l  22  

Maret  

2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  ura ian  angka  1  dan  angka  2  di  atas ,  

te rdapa t  fak ta  hukum bahwa  Kepala  BPKP t i dak  pernah  

menerb i t kan /menandatangan i  sura t  Nomor:  S-

344/SU/02 /2011  tangga l  22  Maret  2011  yang  sekarang  

menjad i  obyek  gugatan  in  

casu  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Dengan demik ian ,  k i ranya  cukup  alasan  bag i  Maje l i s  Hakim 

dalam  perkara          a  quo  untuk  menyatakan  bahwa 
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gugatan  sa lah  sasaran  ( Erro r  in  Persona /E r ro r  in  

Subjec tum ) ,  seh ingga  gugatan  Penggugat  harus  

di to l ak  ; - - -

Gugatan  Penggugat  Telah  Lampau Waktu  ( Daluwarsa )  ;

Bahwa  Pasa l  55  UU  PERATUN  menyebutkan  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Gugatan  dapat  d ia jukan  hanya  da lam tenggang  waktu  90  

(sembi l an  puluh)  har i  te rh i t u ng  se jak  d i t e r imanya  

atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  

Negara” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penje lasan  Pasal  55  UU  PERATUN  menyebutkan  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Bag i  p ihak  yang  namanya  te rsebu t  da lam  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t ,  maka tenggang  waktu  

90  (sembi l an  pu luh)  har i  i t u  d ih i t ung  se jak  har i  

d i t e r imanya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam hal  yang  hendak  d iguga t  i t u  merupakan  keputusan  

menuru t  

keten tuan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pasal  3  ayat  (2 ) ,  maka  tenggang  waktu  90  (sembi l an  

puluh)  har i  i t u  d ih i t ung  sete lah  lewatnya  tenggang  

waktu  yang  di ten tukan  dalam  pera tu ran  dasarnya ,  

yang  dih i t ung  se jak  tangga l  d i te r imanya  permohonan  

yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Pasal  3  ayat  (3 ) ,  maka  tenggang  waktu  90  (sembi l an  

puluh)  har i  i t u  d ih i t ung  sete lah  lewatnya  batas  

waktu  4  (empat )  bu lan  yang  dih i t ung  se jak  tangga l  

d i te r imanya  permohonan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  pera tu ran  dasarnya  yang  menentukan  bahwa  

suatu  Keputusan  i t u  harus  diumumkan,  maka  tenggang  

waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  i t u  d ih i t ung  se jak  

har i  pengumuman te rsebu t ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  menolak  da l i l  Penggugat  ha laman  1 

gugatannya  yang  pada  pokoknya  mendal i l k an  bahwa obyek  

gugatan  ada lah  Sura t  Keputusan  Tergugat  Nomor:  S-

344/SU/02 /2011  tangga l  22  Maret  2011  yang  te lah  

di te r ima  oleh  Penggugat  tangga l  24  Maret  2011,  

seh ingga  Penggugat  mendal i l k an  bahwa  penga juan  

gugatan  masih  da lam  tenggang  waktu  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal  55 UU PERATUN;

Bahwa sepatu tnya  diduga  Penggugat  mempunya i  i t i k ad  buruk  

dengan  berusaha  menghindar  dar i  lewatnya  tenggang  
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waktu  mengajukan  gugatan  ( daluwarsa ) ,  ya i t u  dengan  

hanya  mendal i l k an  bahwa  obyek  gugatan  ada lah  sura t  

Keputusan  Tergugat  Nomor:  S- 344/SU/02 /2011  tangga l  22  

Maret  

2011  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  Tergugat  te r t angga l  22  Maret  2011  

te rsebu t  merupakan  sura t  pengu langan / l an j u t an  dar i  

sura t - sura t  Tergugat  sebe lumnya  yang  secara  subs tans i  

dan  penandatangan  sura t  ada lah  sama,  dan  sura t - sura t  

te rsebu t  te lah  disampaikan  o leh  Tergugat  kepada  

Penggugat .  Bahkan  dalam dal i l  gugatan  Penggugat  angka  

9  disebu tkan  bahwa  sura t  Tergugat  te rsebu t  te l ah  

di te r ima  oleh  Penggugat  pada  tangga l  14 Desember  2010  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  yang  dimaksud  dengan  sura t - sura t  Tergugat  yang  

secara  substans i  dan  penandatangannya  ada lah  sama 

dengan  obyek  gugatan              in  casu  dan  te l ah  

di te r ima  oleh  Penggugat  sebe lum  adanya  sura t  yang  

sekarang  menjad i  obyek  gugatan  dalam  perkara  a  quo 

te rsebu t  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama BPKP Nomor:  

S- 1679/SU/  02/2010  tangga l  20  Oktober  2010,  ha l  

Tunjangan  Bulanan  dar i  Sdr .  Drs .  Hadi ,  yang  
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di tanda tangan i  o leh  Surad j i  se laku  PT  Sekre ta r i s  

Utama BPKP,  dan di tu j ukan  kepada  Sdr i .  Haniah  b in t i  

Sal im .  Sura t  in i  te l ah  di te r ima  o leh  Penggugat  

se jak  bulan  Oktober  2010 ; - - - - - - - - - - -

Sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama BPKP Nomor:  

S- 2021/SU/  02/2010  tangga l  14  Desember  2010,  ha l  

Permohonan  Pemotongan  Gaj i  Drs .  Hadi  untuk  

Nafkah /Uang  Belan ja  Bulanan ,  yang  di tanda tangan i  

o leh  Surad j i  se laku  PT Sekre ta r i s  Utama BPKP,  dan  

di tu j ukan  kepada  Sura tman  Usman dar i  “Law  Off i ce  

Sura tman  Usman,  SH & Par tne rs ” .  (Kuasa  Hukum Sdr i .  

Haniah  bin t i  Sal im) .  Sura t  in i  te lah  di te r ima  oleh  

Penggugat  se jak  bulan  Desember  2010; -

Bahwa di  dalam sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama 

BPKP              Nomor:  S- 1679/SU/02 /2010  tangga l  20  

Oktober  2010  dan  sura t  Nomor:                   S-

2021/SU/02 /2010  tangga l  14  Desember  2010  te rsebu t  d i  

atas ,  Tergugat  te l ah  berdasarkan  pada  Putusan  

Pengad i l an  Agama  Jakar ta  Sela tan  Nomor:  

0372/Pd t .G /2010 /PA.JS  tangga l  1  September  2010  da lam 

perka ra  anta ra  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  (suami )  

se laku  Pemohon  melawan  Haniah  bin t i  Sal im  ( i s t e r i )  

se laku  Termohon/Penggugat  da lam  perkara   a  quo  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Selan ju t nya  dalam  menyelesa i kan  permasa lahan  

tun jangan  nafkah  bulanan  Penggugat ,  Tergugat  te lah  

berdasarkan  pada  keten tuan  Bab I I I  angka  28  huru f  a  
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SE Kepala  BAKN Nomor:  08/SE/1983  tangga l  26  Apr i l  

1983  yang  menyebutkan  

bahwa  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Apabi l a  percera i an  te r j ad i  atas  kehendak  bersama  

suami  is t e r i  yang  bersangku tan ,  maka  pembagian  gaj i  

d ia tu r  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - -

apab i l a  perkawinan  te rsebu t  t i dak  menghas i l k an  anak,  

maka  pembagian  gaj i  suami  di te t apkan  menuru t  

kesepaka tan  bersama ; - - - -

Bahwa  fak ta  hukum  Penggugat  te l ah  mengetahu i  s ikap  

Tergugat  atas  permasa lahan  tun jangan  nafkah  bulanan  

Penggugat  te rbuk t i  juga  dalam  Sura t  Panggi l an  yang  

disampaikan  o leh  PTUN Jakar t a  kepada  Tergugat  untuk  

menghadi r i  s idang  di  PTUN Jakar ta ,  yang  dida lamnya  

secara  tegas  te l ah  menyebut  adanya  sura t  Tergugat  cq 

sura t  Sekre ta r i s  Utama BPKP Nomor:  S- 1679/SU/02 /2010  

tangga l  20  Oktober  2010  dan  sura t  Nomor:   S-

2021/SU/02 /2010  tangga l  14  Desember  2010  sebaga i  

obyek  

gugatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  Sura t  Pangg i l an  dar i  PTUN  Jakar ta  kepada  

Tergugat  d imaksud  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sura t  Panggi l an  Nomor:  W2.TUN1/366/HK.06 / I I I / 2 0 11  

tangga l  28 Maret  2011  untuk  menghadi r i  s idang  pada  

har i  Rabu  tangga l  6  Apr i l  

2011  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Panggi l an  Nomor:  W2.TUN1/434/HK.06 / IV / 2011  

tangga l  11 Apr i l  2011  untuk  menghad i r i  s idang  pada  

har i  Senin  tangga l  18  Apr i l  

2011  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan demik ian ,  fak ta  mengenai  adanya  sura t  Tergugat  

cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama  BPKP  Nomor:  S-

1679/SU/02 /2010  tangga l  20  Oktober  2010  yang  te lah  

di te r ima  oleh  Penggugat  se jak  bulan  Oktober  2010,  dan  

sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama BPKP Nomor:  

S- 2021/SU/02 /2010  tangga l  14 Desember  2010  yang  te l ah  

di te r ima  oleh  Penggugat  se jak  bulan  Desember  2010,  

yang  kedua  sura tnya  secara  subs tans i  dan  

penandatangan  sura t  ada lah  sama dengan  sura t  Tergugat  

cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama  BPKP  Nomor:  S-

344/SU/02 /2011  tangga l  22  Maret  2011  yang  sekarang  

menjad i  obyek  Gugatan  da lam  perkara  a  quo  te l ah  

te rbuk t i  kebenarannya  di  

pers i dangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  te l ah  mengetahu i  s ikap  

Tergugat  te rka i t  dengan  permasa lahan  tun jangan  nafkah  

bulanan  Penggugat  adalah  se jak  bulan  Oktober  2010  
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mela lu i  sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama BPKP 

Nomor  :  S- 1679/SU/02 /2010  tangga l  20  Oktober  2010,  

maka jangka  waktu  Penggugat  untuk  mengajukan  gugatan  

ada lah  pal i ng  lambat  90  (sembi l an  puluh)  har i  se jak  

Penggugat  mener ima  sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  

Utama  tangga l  20  Oktober  2010  te rsebu t .  Sehingga  

Penggugat  pa l i ng  lambat  bu lan  Januar i  2011  harus  

sudah  mendaf ta r kan  gugatan  kepada  Terguga t  d i  PTUN 

Jakar t a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rnya ta ,  Penggugat  baru  mendaf ta r kan  gugatan  

kepada  Tergugat  sebaga imana  te rda f t a r  da lam  Regis te r  

Perkara  di  PTUN  Jakar ta  dengan  Nomor  :  

58/G/2011 /PTUN- JKT pada  tangga l  21 Maret  2011.  Dengan  

demik ian  penga juan  gugatan  oleh  Penggugat  te rsebu t  

te l ah  melewat i  tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  

har i  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  55  UU 

PERATUN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  gugatan  Penggugat  te l ah  lampau  waktu  

( daluwarsa ) ,  seh ingga  gugatan  Penggugat  harus  

di to l ak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek  gugatan  yang  dia jukan  oleh  Penggugat  bukan  merupakan  

keputusan /pene tapan  yang  dapat  d i j ad i kan  obyek  gugatan  

di  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasal  1 angka  9 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  beberapa  

ka l i  d iubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang Nomor  51 Tahun 

2009  (UU 
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PERATUN) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Pasa l  1  angka  9  UU  PERATUN menyebutkan  

bahwa : - - - - - - - - - -

“Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  penetapan  

te r t u l i s  yang  d ike lua r kan  oleh  badan  atau  pe jaba t  

ta ta  usaha  negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum ta ta  

usaha  negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  

ind i v i d ua l ,  dan  f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  seseorang  atau  badan  hukum 

perda ta ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sura t  keputusan  dimaksud  dalam Pasal  1 angka  9 UU 

PERATUN te rsebu t  harus  dike lua rkan  atau  di te rb i t k an  

oleh  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  berdasa rkan  

wewenang  yang  ada  padanya  atau  yang  d i l impahkan  

kepadanya  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ,  sebaga imana  d imaksud  da lam  Pasa l  1 

angka  8  dan  angka  12 UU 

PERATUN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa Kepu tusan  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  i t u  

harus  je l as  

mengenai  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  mana  yang  

mengeluarkan ; -

Maksud  ser ta  tu juan  mengenai  ha l  apa  is i  tu l i s an  

i t u  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepada  s iapa  tu l i s an  i t u  di tu j u kan  dan  apa  yang  

di te t apkan  

dida lamnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  obyek  gugatan  d i  da lam  ha laman  1  guga tan  

Pengguga t  ada lah  Surat  Keputusan  Badan  Pengawasan 

Keuangan  dan  Pembangunan  Nomor:  S- 344/SU/02 /2011  

tangga l  22  Maret  2011,  per iha l  Permohonan  Tunjangan  

Nafkah  Bulanan  Mantan  

Is te r i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa d i t i n j a u  dar i  bentuk ,  i s i  dan  unsur - unsur  dar i  

Keputusan  yang  digugat  oleh  Penggugat  te rsebu t ,  maka 

obyek  gugatan  yang  dia jukan  oleh  Penggugat  dalam 

perkara  in i  t idak  memenuhi  syara t - syara t  dan  unsur -

unsur  yang  di te tapkan  oleh  UU PERATUN,  berdasarkan  

argumentas i  yur id i s  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  obyek  gugatan  yang  d imaksud  oleh  Penggugat  

bukan lah  suatu  Keputusan  atau  Penetapan ,  ba ik  dar i  

bentuk ,  i s i ,  dan tu j uan ; - - -
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Bahwa  Terguga t  sebaga i  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

t i dak  secara  ser t a - mer ta  dapat  

mengeluarkan /menerb i t k an  suatu  keputusan  atau  

penetapan  mengenai  tun jangan  nafkah  bulanan  mantan  

is t e r i  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  untuk  d ibe r i k an  

kepada  Pengguga t  sebesar  se tengah  dar i  ga j i n ya  

te rh i t u ng  se jak  d i l a kukannya  i k r a r  ta l a k  pada  

bu lan  Desember  2010  sebaga imana  d imaksud  da lam 

angka  4  Pet i t um  gugatan  Pengguga t ,  karena  

te r l e b i h  dahu lu  harus  ada  kesepaka tan  bersama 

anta ra  Drs .  Hadi  b in  Obed Sa lmin  dengan  Pengguga t  

mengena i  besarnya  tun j angan  na fkah  bu lanan  

te r sebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa mengenai  pember ian  t un jangan  nafkah  bu lanan  

mantan  is t e r i  (Penggugat  in  casu )  merupakan  

kewaj i ban  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  dengan  membuat  

pernya taan  te r t u l i s  yang  pada  pokoknya  menyatakan  

kesed iaannya  untuk  menyerahkan  bag ian  ga j i nya  untuk  

mantan  is t e r i  sesua i  dengan  keten tuan  yang  ber l aku  

dan  di t anda tangan i  o leh  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  

sebaga imana  dimaksud  da lam  SE Kepala  BAKN Nomor:  

08/SE/1983  jo .  SE Kepala  BAKN Nomor:  48/SE/1990 .  

Fakta  hukum in i  te l ah  d ike tahu i  dan  diaku i  o leh  

Penggugat  sebaga imana  te rbuk t i  da lam pos i t a  gugatan  

angka  5  dan  angka  6  yang  mendal i l k an  bahwa 

Penggugat  berhak  mendapatkan  t un jangan  nafkah  
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bulanan  mantan  is t e r i  (Penggugat )  dar i  Drs .  Hadi  

b in  Obed  Salmin ,  namun Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  

menolak  member i kannya ,  dan  se lan ju t nya ,  Penggugat  

te l ah  meminta  berka l i - ka l i  kepada  Drs .  Hadi  b in  

Obed  Salmin  untuk  member i kan  t un jangan  nafkah  

bulanan  mantan  is t e r i  

(Penggugat )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sete lah  adanya  kesepakatan  bersama anta ra  Sdr .  Hadi  

b in  Obed Salmin  dengan  Haniah  bin t i  Sal im  mengena i  

besarnya  tun jangan  nafkah  bulanan  yang  akan  

di te r ima  oleh  mantan  is t e r i ,  dan  kesed iaan  Sdr .  

Hadi  b in  Obed Salmin  yang  dinya takan  mela lu i  sura t  

pernya taannya  untuk  menyerahkan  bag ian  gaj i nya  

untuk  mantan  is te r i n ya  (Han iah  bin t i  Sal im) ,  maka 

Bendahara  gaj i  akan  melakukan  pemotongan  gaj i  Sdr .  

Hadi  b in  Obed Salmin  untuk  se lan ju t nya  dise rahkan  

kepada  mantan  is t e r i  (Han iah  bin t i  Sal im/Pengguga t  

in  

casu )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa obyek  gugatan  da lam  perka ra  a  quo  di t e r b i t k an  

atas  dasar  Putusan  Pengad i l an  Agama  Jakar t a  

Sela tan  Nomor  :  0372/  Pdt .G /2010 /PA.JS  tangga l  1 

September  2010  dalam perkara  anta ra  Drs .  Hadi  b in  

Obed Salmin  (suami )  se laku  Pemohon  melawan  Haniah  

bin t i  Sal im  ( i s t e r i )  se laku  Termohon  yang  te l ah  

mempero leh  kekuatan  hukum te tap  dan  d i i ku t i  dengan  
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adanya  pembacaan  ik ra r  

ta l ak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dalam per t imbangan  hukum Pengad i l an  Agama Jakar t a  

Sela tan  dimaksud  anta ra  la i n  disebu tkan  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  fak ta - fak ta  yang  te lah  

diu ra i kan  di  atas  baik  yang  dipe ro leh  dar i  saks i  

ke lua rga  Pemohon maupun  saks i  ke lua rga  Termohon  

yang  te r j ad i  se lama  pers idangan ,  maka  patu t  

d iduga  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  

sampai  pada  puncak  perse l i s i h an  dan per tengkaran  

yang  su l i t  untuk  dipe rsa tukan  lag i  seh ingga  

rumah  tangga  mereka  dipandang  te l ah  pecah  (v ide  

halaman  44  al i nea  

2)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  leb ih - leb ih  lag i  b i l a  d i l i h a t  

dar i  s ikap  Termohon se laku  is t e r i  yang  t i dak  ada  

ke ing inan  sed ik i t p un  di  pers idangan  untuk  

memper tahankan  keutuhan  rumah  tangganya  i t u  

set i dak - t i daknya  untuk  membujuk  Pemohon  agar  

bersa tu  lag i  da lam  rumah  tangganya  sebaga imana  

semula  dan  bahkan  di  pers i dangan  pihak  Termohon  

jus t r u  memohon  agar  da lam  perkara  a  quo  

pengad i l an  mengabulkan  permohonan  cera i  ta l ak  

yang  dia jukan  oleh  Pemohon,  ha l  te r sebu t  juga  

menguatkan  kete rangan  saks i  bahwa anta ra  Pemohon  
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dan  Termohon  te lah  te r j ad i  perse l i s i h an  yang  

te rus - menerus  yang  sudah  t i dak  ada harapan  untuk  

di rukunkan  kembal i  (v i de  halaman  45  a l i nea  

3) ; - - - -

Menimbang,  bahwa hal  la i n  yang  menjad i kan  Maje l i s  

Hakim t i dak  ada harapan  untuk  merukunkan  Pemohon  

dan  Termohon  lag i  ada lah  s ikap  p ihak  Pemohon  

yang  te tap  ber tekad  mau bercera i  dengan  Termohon  

beg i t u  juga  s ikap  Termohon yang  menyatakan  t i dak  

kebera tan  untuk  bercera i  seka l i pun  Maje l i s  Hakim  

te l ah  berupaya  mendamaikan  para  pihak ,  ha l  mana  

menunjukkan  bahwa d i  hat i  para  p ihak  sudah  t i dak  

ada lag i  ke ing inan  untuk  mempertahankan  keutuhan  

rumah  tangganya  guna  mewujudkan  rumah  tangga  

yang  sak inah  sebaga imana  tu juan  perkawinan  yang  

di i damkan  oleh  set i ap  ke lua rga  pada  umumnya  

(v i de  halaman  45  al i nea  

4) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  apa lag i  b i l a  d i l i h a t  dar i  s ikap  

saks i  ke lua rga  yang  sama- sama menyatakan  t i dak  

sanggup  untuk  mendamaikan  Pemohon  dengan  

Termohon,  bahkan  menyatakan  bahwa  percera i an  

para  p ihak  ada lah  ja l an  yang  te rba i k  bag i  

mereka,  semuanya  in i  membukt i kan  bahwa  

perse l i s i h an  dan  per tengkaran  anta r  Pemohon dan  

Termohon te rsebu t  te lah  sampai  pada keadaan  yang  
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sangat  kr i t i s  yang  su l i t  untuk  disa tukan  

kembal i ,  sebab  ada lah  suatu  yang  t i dak  laz im  

te r j ad i  p ihak  ke lua rga  mendukung  percera i an  

apab i l a  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  

te rsebu t  masih  ada  harapan  dan  mungk in  untuk  

di rukunkan  kembal i  (v i de  halaman  45  a l i nea  

5) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  beg i t u  juga  hal  la i n  yang  

menjad i kan  t i dak  ada  harapan  untuk  merukunkan  

Pemohon  dan  Termohon  ada lah  adanya  persangkaan  

ten tang  keh i l angan  dokumen- dokumen pent i ng  mi l i k  

Pemohon d i  da lam rumahnya  yang  mel iba t kan  pihak  

ke luarga  Pemohon  dan  Termohon  maupun  apara t  

penegak  hukum  dan  juga  atasan  Pemohon  

sebaga imana  bukt i  P- 5,  P- 8  s/d  P- 13,  dan  T- 11  

s/d  T- 14,  ha l  te rsebu t  ka lau lah  benar  adanya,  

maka  akan  menjad i kan  sak i t  hat i  yang  sangat  

da lam bag i  Pemohon yang  merasa  te lah  dikh iana t i  

o leh  Termohon  yang  te l ah  menghi l angkan  dokumen-

dokumen  pent i ng  mi l i k  Pemohon,  dan  seba l i k nya  

apab i l a  tuduhan  te rsebu t  t i dak  benar  dan  t i dak  

pernah  di l akukan  oleh  Termohon,  juga  akan  

membawa luka  hat i  yang  sangat  mendalam dan per lu  

waktu  untuk  melupakannya  seh ingga  semuanya  

mempunyai  pengaruh  negat i f  dalam  per ja l anan  

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  yang  

mengak iba tkan  rumah  tangga  mereka  su l i t  untuk  
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di rukunkan  kembal i  (v i de  halaman  46  a l i nea  

1) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  percera ian  i t u  sedapat  mungkin  

untuk  dapat  d ih i nda r i ,  namun  apab i l a  kond is i  

sebuah  ke lua rga  sudah  sebaga imana  yang  diu ra i kan  

di  atas ,  maka  memper tahankannya  ada lah  suatu  

usaha  yang  s ia - s ia  sa ja ,  karena  di  samping  

keutuhan  perkawinan  i t u  t i dak  b isa  d i l akukan  

oleh  sep ihak  sa ja  juga  akan  menimbulkan  dampak  

negat i f  bagi  semua pihak  (v i de  halaman 46 al i nea  

3) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  apa  yang  diu ra i kan  di  atas ,  

maka Maje l i s  berpendapat  pin tu  percera i an  dapat  

d ibuka  guna  menghindarkan  para  pihak  dar i  

kemelu t  rumah  tangga  yang  berkepan jangan ,  ha l  

mana  se ja l an  dengan  f i qh i yah  yang  

berbuny i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art i nya  “menolak  kerusakan  i t u  didahu lukan  dar i  

mera ih  kemaslaha tan ”  (v i de  halaman  46  al i nea  

4)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  berdasarkan  pada  per t imbangan  hukum 

Pengad i l an  Agama Jakar ta  Sela tan  yang  anta ra  la i n  

sebaga imana  te lah  disebu t  d i  atas ,  maka  Tergugat  

berpendapat  bahwa te r j ad i n ya  percera i an  anta ra  Sdr .  

Halaman 31  dar i  78 halaman Putusan  No.58/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  dengan Haniah  bin t i  Sal im  

(Penggugat  in  casu )  te r j ad i  atas  kehendak  bersama.  

Sesua i  dengan  keten tuan  Bab I I I  angka  28 huru f  a SE 

Kepala  BAKN Nomor  :  08/  SE/1983  tangga l  26  Apr i l  

1983,  maka pembagian  gaj i  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  

yang  dalam perkawinannya  dengan  Haniah  bin t i  Sal im  

t i dak  dika run ia i  anak  yang  kemudian  bercera i  ada lah  

berdasarkan  kesepakatan  bersama  anta ra  Drs .  Hadi  

b in  Obed Salmin  dan  Haniah  b in t i  Sal im .  Keten tuan  

Bab  I I I  angka  28  huru f  a  SE Kepala  BAKN Nomor:  

08/SE/1983  tangga l  26  Apr i l  1983  te rsebu t  kemudian  

menjad i  dasar  bag i  Tergugat  da lam  menerb i t kan  

sura t - sura t  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama  BPKP 

Nomor:  S- 1679/  SU/02/2010 ,  ha l  Tunjangan  Bulanan  

dar i  Sdr .  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin ,  tangga l  20  

Oktober  2010  yang  d i t u j u kan  kepada  Penggugat  

(Ny .  Haniah  Bin t i  Sal im) .  Sura t  in i  te l ah  

di te r ima  oleh  Penggugat  pada  bulan  Oktober  

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Tergugat  cq  Sekre ta r i s  Utama BPKP Nomor:  S-

2021/  SU/02/2010  tangga l  14  Desember  2010,  ha l  

Permohonan  Pemotongan  Gaj i  Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin  untuk  Nafkah /Uang  Belan ja  Bulanan,  yang  

di tu j ukan  kepada  Sura tman,  SH,  dar i  “Law  Off i ce  
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Sura tman  Usman,  SH & Par tne rs ” .  Sura t  in i  te l ah  

di te r ima  oleh  Penggugat  pada  bulan  Desember  2010  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama  BPKP 

Nomor:  S- 344/  SU/02/2011  tangga l  22  Maret  2011,  

ha l  Permohonan  Tunjangan  Nafkah  Bulanan  Mantan  

Is te r i ,  yang  d i t u j u kan  kepada               Sdr .  

Roj i k i n ,  SH,  dar i  “Syura tman  Usman,  SH  & 

Par tne rs ”  se laku  Kuasa  Hukum Haniah  b in t i  Sal im.  

Sura t  in i  te lah  di t e r ima  oleh  Penggugat  pada  

tangga l  24  Maret  

2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum di  atas ,  maka  obyek  

gugatan  in  casu  te rka i t  dengan  pembagian  tun jangan  

nafkah  mantan  is t e r i  t i dak  bers i f a t  f i na l  karena  

besarnya  nafkah  untuk  mantan  is te r i  te rsebu t  masih  

menunggu  adanya  kesepakatan  bersama  anta ra  Drs .  

Hadi  b in  Obed  Salmin  dengan  Haniah  bin t i  Sal im  

(Penggugat  in  casu ) .  Sampai  dengan  Penggugat  

mengajukan  gugatan  di  Kepani t e raan  PTUN Jakar ta  

kepada  kepa la  BPKP pada  tangga l  21  Maret  2011,  

kesepaka tan  bersama  dimaksud  belum 

ada ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa apab i l a  kemudian  te rdapa t  kesepakatan  bersama,  

se lan ju t nya  akan  d i t i ndak l an j u t i  dengan  Sura t  

Pernya taan  Sdr .  Hadi  b in  Obed  Salmin  untuk  

menyerahkan  bagian  gaj i nya  untuk  mantan  is te r i n ya  
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(Han iah  bin t i  Sal im) ,  se lan ju t nya  Bendahara  Gaj i  BPKP 

melakukan  pemotongan  gaj i  Sdr .  Hadi  b in  Obed Salmin  

untuk  se lan ju t nya  dise rahkan  kepada  mantan  is t e r i /  

Haniah  bin t i  Sal im/Penggugat             in  

casu  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian ,  sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  

Utama BPKP Nomor:  S- 344/SU/02 /2011  tangga l  22  Maret  

2011,  ha l  Permohonan  Tunjangan  Nafkah  Bulanan  mantan  

is t e r i ,  yang  di tu j ukan  kepada  Sdr .  Roj i k i n ,  SH,  dar i  

“Syura tman  Usman,  SH & Par tne rs ”  se laku  Kuasa  Hukum 

Penggugat  (Han iah  b in t i  Sal im)  bukan  merupakan  obyek  

gugatan  menuru t  UU PERATUN karena  t i dak  bers i f a t  

f i na l ,  seh ingga  Gugatan  Penggugat  harus  

di to l ak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  dengan  in i  

Tergugat  mengajukan  permohonan  ke  hadapan  Yang  Mul ia  

Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  gugatan  

TUN Nomor  :  58/G/2011 /PTUN- JKT  untuk  berkenan  k i ranya  

menja tuhkan  Putusan  Sela  atas  ekseps i - ekseps i  Tergugat  

sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mener ima  Ekseps i  Tergugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa  yang  te l ah  Tergugat  kemukakan  di  da lam “Jawaban  

Dalam Ekseps i ”  te rsebu t  d i  atas  merupakan  bag ian  dar i  

“Jawaban  da lam  Pokok  Perkara ” ,  seh ingga  harus  din i l a i  

sebaga i  satu  kesatuan  yang t i dak  te rp i sah ; -

Bahwa Terguga t  menolak  semua da l i l  dan sega la  sesuatu  yang  

dikemukakan  oleh  Penggugat  di  da lam Gugatannya ,  kecua l i  

yang  diaku i  secara  tegas  oleh  Tergugat  d i  da lam “Jawaban  

dalam Pokok  Perkara ”  in i  ; - -

Bahwa tanggapan  Tergugat  atas  dal i l  Penggugat  da lam pos i t a  

gugatan  angka  1,  angka  2,  angka  3,  dan  angka  4 ada lah  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dal i l  Penggugat  pada  angka  1,  angka  2,  angka  3,  

dan  angka  4  te rsebu t  te rungkap  dalam  pers idangan  d i  

Pengad i l an  Agama Jakar ta  Sela tan  yang  te rda f t a r  da lam 

Regis te r  Perkara  Nomor  :  0372 /  Pdt .G /2010 /PA.JS  

tangga l  1  September  2010  da lam  perkara  anta ra  Drs .  

Hadi  b in  Obed  Salmin  (suami )  se laku  Pemohon  melawan  

Haniah  bin t i  Sal im  ( i s t e r i )  se laku  Termohon  yang  

te l ah  mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  dan  d i i ku t i  

dengan adanya  pembacaan ik ra r  ta l ak  ; - - - - - - - - - - -
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Bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  yang  te rdapa t  da lam 

Putusan  Pengadi l an  Agama  Jaka r ta  Sela tan  te rsebu t ,  

maka  Tergugat  berpendapat  bahwa  percera ian  te r j ad i  

atas  kehendak  bersama  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  

(suami )  se laku  Pemohon  dan  Haniah  bin t i  Sal im  

( i s t e r i )  se laku  

Termohon  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa tanggapan  Tergugat  atas  dal i l  Penggugat  da lam pos i t a  

gugatan  angka  5  dan  angka  6  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa da l i l  penggugat  angka  5  dan  angka  6  menje laskan  

mengenai  upaya  Penggugat  sete lah  adanya  Putusan  

Pengad i l an  Agama  Jakar ta  Sela tan  te rka i t  dengan  

ke ing inan  Penggugat  untuk  mempero leh  tun jangan  nafkah  

bulanan  dar i  Sdr .  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  (mantan  

suami )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  fak ta  yang  sebenarnya  te r j ad i  adalah  upaya  

Penggugat  te rsebu t  t i dak  di tu j ukan  langsung  kepada  

Sdr .  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin ,  akan  te tap i  d i tu j ukan  

kepada  Sdr .  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  mela lu i  

Tergugat  dengan  cara  Penggugat  menyampaikan  beberapa  

sura t  kepada  Tergugat ,  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sura t  dar i  Penggugat  tangga l  6  Oktober  2010  yang  

di tu j ukan  kepada  Kepala  BPKP,  ha l  Tunjangan  Bulanan  

dar i  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin ,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penggugat  te l ah  mener ima  secara  ru t i n  tun jangan  

bulanan  dar i  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  se jumlah  

Rp.  4.000 .000 ,00  ; - - - - - - - - - - - - -

Tunjangan  di te r ima  pada  akh i r  bu lan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - -

Memohon kepada  Kepala  BPKP agar  Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin  member ikan  tun jangan  pada  awal  set i ap  

bulan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penggugat  be lum  mener ima  tun jangan  untuk  bulan  

September  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  dar i  Kuasa  Hukum  Penggugat  Nomor:  A-

190/Sr t /SU /Jk t / 11 - 10  tangga l  8  Nopember  2010,  yang  

di tu j ukan  kepada  Kepala  BPKP,  ha l  Permohonan  

Pemotongan  Gaj i  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  untuk  

Nafkah /Uang  Belan ja  Bulanan ,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin ,  sampai  saat  sura t  
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in i  d ibua t ,  be lum melakukan  ik ra r  ta l ak  seh ingga  

anta ra  Penggugat  dan  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  

masih  te r i k a t  sebaga i  suami  i s t e r i  yang  

sah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  sudah  3 bulan  se jak  

bulan  September  sampai  bu lan  November  2010  t i dak  

member ikan  nafkah  kepada  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  meminta  kepada  Kepala  BPKP untuk  

member ikan /memotong  sebag ian  gaj i  Drs .  Hadi  b in  

Obed  Salmin  sebesar  Rp.  4.000 .000 ,00  per  bulan  

sebaga i  nafkah  bulanan  ; - - - - -

Bahwa percera ian  anta ra  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  

dan Penggugat  adalah  kehendak  Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin ,  seh ingga  t i dak  tepa t  apab i l a  dinya takan  

percera ian  te rsebu t  te r j ad i  atas  kehendak  

bersama,  maka berka i t an  dengan  tun jangan  bulanan  

untuk  mantan  is te r i  t i dak  tepa t  d ibe r l akukan  

menuru t  SE Kepala  BAKN Nomor:  08/SE/1983  ten tang  

Iz i n  Perkawinan  dan  Percera ian  menegaskan  

“Apab i l a  percera ian  atas  kehendak  Pegawai  Neger i  

Sip i l  pr ia ,  maka  ia  waj ib  menyerahkan  sebag ian  

gaj i nya  untuk  pengh idupan  mantan  is t e r i  dan  

anak- anaknya ,  dengan  keten tuan  sebaga i  ber i ku t :  

(b )  Apabi l a  perkawinan  t i dak  menghas i l k an  anak,  
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maka  gaj i  d ibag i  dua,  ya i t u  setengah  untuk  

Pegawai  Neger i  Sip i l  pr ia   yang  bersangku tan  dan  

setengah  untuk  mantan  

is t r i n ya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa untuk  i t u  apab i l a  mereka  te l ah  cera i ,  maka 

berka i t an  pember ian  tun jangan  bulanan  kepada  

Penggugat  sebaga i  mantan  is t e r i  dar i  Drs .  Hadi  

b in  Obed  Salmin ,  kami  minta  ya i t u  sebesar  Rp.  

6.000 .000 ,00  (enam  ju ta  rup iah )  atau  setengah  

dar i  

ga j i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  dar i  Kuasa  Hukum  Penggugat  Nomor:  A-

353/Sr t /SU /Jk t / 02 - 11 tangga l  18 Februar i  2011,  yang  

di tu j ukan  kepada  Kepala  BPKP,  ha l  Permohonan  

Tunjangan  Nafkah  Bulanan  Mantan  Is te r i ,  yang  pada  

pokoknya  menyatakan  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  Penggugat  dengan  Sdr .  Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin  te lah  bercera i  se jak  tangga l  22  Desember  

2010  dengan  Akta  Cera i  Nomor  :  

2189/AC/2010 /PA.JS  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  percera i an  te rsebu t  merupakan  kehendak  dan  

ke ing inan  dar i  Sdr .  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin ,  
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bukan  kehendak  bersama,  ha l  te rsebu t  b isa  

di l i h a t  dar i  d ia j ukannya  permohonan  cera i  dan  

fak ta - fak ta  yang  te rungkap  di  pers i dangan ,  dan  

Keputusan  BPKP  Nomor:  639/K /SU/2009  ten tang  

Pember ian  Iz i n  Percera ian  yang  dimohonkan  oleh  

Sdr .  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin ,  ser ta  Ber i t a  

Acara  Pemer iksaan  te r t angga l  3  Apr i l  2009  yang  

di l akukan  oleh  Tim  Per t imbangan  Pember ian  Iz i n  

Perkawinan  dan  Percera i an  bagi  PNS 

BPKP ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sesua i  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  10 

Tahun  1983  jo .  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45 

Tahun  1990  ten tang  Iz i n  Perkawinan  dan  

Percera ian  Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l  bag ian  I I I  

angka  19  huru f  b  menegaskan  “Apab i l a  percera i an  

te r j ad i  atas  kehendak  Pegawai  Neger i  Sip i l  pr ia ,  

maka ia  waj i b  menyerahkan  sebag ian  gaj i nya  untuk  

pengh idupan  mantan  is t r i  dan  anak- anaknya ,  

dengan  keten tuan  sebaga i  ber i ku t :  (b )  Apabi l a  

perkawinan  t i dak  menghas i l k an  anak,  maka  gaj i  

d ibag i  dua,  ya i t u  setengah  untuk  Pegawai  Neger i  

Sip i l  pr ia  yang  bersangku tan  dan  setengah  untuk  

mantan  

is t r i n ya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa untuk  i t u  Penggugat  sebaga i  mantan  is t r i  dar i  
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Sdr .  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  berhak  

mendapatkan  tun jangan  nafkah  bulanan  sebesar  

Rp.  6.000 .000 ,00  (enam ju ta  rup iah )  se lama belum 

menikah  kembal i ,  akan  te tap i  kewaj i ban  te rsebu t  

be lum di l aksanakan ,  untuk  i t u  kami  minta  kepada  

Penggugat  se laku  atasan  Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin  untuk  member ikan /memotong  sebag ian  gaj i  

Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  untuk  dibe r i k an  kepada  

Penggugat  sebaga i  mantan  

is t e r i n ya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa apab i l a  ha l  te rsebu t  t i dak  di l aksanakan ,  maka 

kami  akan  melakukan  upaya  hukum sesua i  dengan  

pera tu ran - pera tu ran  yang  ber laku  di  Negara  

Indones ia ,  guna  te rpenuh inya  hak- hak  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  d ipero l eh  

fak ta  hukum bahwa anta ra  Penggugat  dan  Drs .  Hadi  b in  

Obed  Salmin  belum  pernah  ada  kesepaka tan  mengenai  

pember ian  tun jangan  nafkah  bulanan  mantan  is t e r i  dar i  

Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  yang  dipo tong  dar i  ga j i  

Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin ,  dan  Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin  be lum  membuat  pernya taan  untuk  menyerahkan  

tun jangan  nafkah  bulanan  mantan  is t e r i  (Penggugat )  

yang  dipo tong  dar i  

ga j i nya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  SE Kepala  BAKN Nomor:  08/SE/1983  jo .  
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SE  Kepala  BAKN Nomor:  48/SE/1990 ,  Tergugat  dapat  

memotong  ga j i  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  sebaga i  

tun jangan  nafkah  bulanan  mantan  is t e r i  (Penggugat )  

apab i l a  te lah  dipenuh i  syara t - syara t  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - -

sudah  ada  kesepaka tan  anta ra  Penggugat  dan  Drs .  Hadi  

b in  Obed Salmin  mengenai  pember ian  tun jangan  nafkah  

bulanan  mantan  is t e r i  yang  dipo tong  dar i  ga j i  Drs .  

Hadi  b in  Obed Salmin ,  dan ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  sudah  membuat  pernya taan  

untuk  menyerahkan  tun jangan  nafkah  bulanan  mantan  

is t e r i  (Penggugat )  yang  dipo tong  dar i  

ga j i nya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Dengan demik ian ,  anta ra  Penggugat  dan Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin  sampai  dengan  saat  in i  be lum  pernah  ada  

kesepaka tan  mengenai  pember ian  tun jangan  nafkah  bulanan  

mantan  is t e r i ,  dan  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  belum 

membuat  pernya taan  untuk  menyerahkan  tun jangan  nafkah  

bulanan  mantan  is t e r i  (Penggugat ) ,  seh ingga  Tergugat  

t i dak  dapat  secara  ser ta  merta  memotong  gaj i  Drs .  Hadi  

b in  Obed Salmin  sebaga i  tun jangan  nafkah  bulanan  mantan  

is t e r i  (Penggugat ) .  Sebal i knya ,  apab i l a  Tergugat  

memenuhi  ke ing inan  Penggugat  tanpa  dipenuh inya  dua  

syara t  sebaga imana  disebu t  d i  atas ,  maka Tergugat  te lah  

melakukan  perbua tan  tanpa  dasar  hukum  yang  

sah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - -

Bahwa tanggapan  Tergugat  atas  dal i l  Penggugat  da lam pos i t a  

gugatan  angka  7,  angka  8,  angka  9,  angka  10,  angka  11,  

angka  12,  angka  16,  dan  angka  17  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bahwa benar  da l i l  Penggugat  da lam  pos i t a  gugatan  angka  

12  karena  obyek  gugatan  te rsebu t  te lah  sesua i  dengan  

SE Kepala  BAKN Nomor  :  08/SE/1983  jo .  SE Kepala  BAKN 

Nomor:  48/SE/1990  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  menolak  dal i l  Penggugat  dalam  pos i t a  

gugatan  angka  7,  angka  8,  angka  9,  angka  10,  angka  

11,  angka  16,  dan  angka  17   dengan  argumentas i  

yur i d i s  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa t i dak  benar  da l i l  Penggugat  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  bahwa  BPKP mempunyai  kewenangan  untuk  

menerb i t kan  Keputusan  yang  ber i s i  pember ian  

tun jangan  nafkah  bulanan  kepada  Penggugat  sebaga i  

mantan  is t e r i  dar i  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  ; - - - -

Bahwa berdasarkan  keten tuan  Bab I I I  angka  28  huru f  a 

SE Kepala  BAKN Nomor:  08/SE/1983  tangga l  26  Apr i l  

1983  yang  menyebutkan  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Apabi l a  percera i an  te r j ad i  atas  kehendak  bersama  

suami  is t e r i  yang  bersangku tan ,  maka  pembagian  

gaj i  d ia tu r  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - -

apab i l a  perkawinan  te rsebu t  t i dak  menghas i l k an  

anak,  maka  pembagian  gaj i  suami  di te t apkan  

menuru t  kesepaka tan  

bersama; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  mohon  akta  adanya  upaya  Penggugat  

da lam penye lesa ian  tun jangan  nafkah  bulanan  sebaga i  

mantan  is t e r i  te lah  di l akukan  se jak  tahun  2010  

sebaga imana  anta ra  la i n  te rbuk t i  dar i  da l i l  

Penggugat  pada  angka  9  gugatannya  ya i t u  bahwa 

Penggugat  te l ah  meminta  kepada  Terguga t  mela lu i  

sura t  Kuasa  Hukum  Pengugat  Nomor:  A-

190/Sr t /SU /Jk t / 11 - 10  tangga l  8  November  2010.  Atas  

sura t  Kuasa Hukum Penggugat  te rsebu t  Terguga t  te l ah  

menjawab  mela lu i  sura t  Nomor  :  S- 2021/SU/02 /2010  

tangga l  14  Desember  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  t i dak  pernah  menolak  ke ing inan  

Penggugat  te rka i t  dengan  tun tu tan  tun jangan  nafkah  

bulanan .  Perbedaan  pendapat  anta ra  Penggugat  dan  

Tergugat  da lam  penye lesa ian  masalah  hal  in i  

d isebabkan  karena  adanya  perbedaan  dalam menetapkan  

apakah  percera ian  te r j ad i  atas  kehendak  Sdr .  Drs .  
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Hadi  b in  Obed Salmin  atau  percera ian  te r j ad i  atas  

kehendak  bersama  Sdr .  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  

dengan  Haniah  bin t i  

Sal im  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  berdasarkan  kepada  Putusan  Pengad i l an  Agama 

Jakar t a  Sela tan  Nomor:  0372/Pd t .G /2010 /PA.JS  

tangga l  1  September  2010,  Tergugat  berpendapat  

bahwa percera ian  te r j ad i  atas  kehendak  bersama Sdr .  

Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  dengan  Haniah  bin t i  

Sal im ,  seh ingga  sesua i  keten tuan  BAB I I I  angka  28  

Huru f  a  SE Kepala  BAKN Nomor  :  08/SE/1983  tangga l  

26  Apr i l  1983,  pembagian  nafkah  bulanan  ak iba t  

te r j ad i n ya  percera i an  te rsebu t  ada lah  berdasarkan  

kesepaka tan  para  pihak  (Sdr .  Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin  dengan  Haniah  b in t i  

Sal im)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  te l ah  beberapa  ka l i  menyampaikan  sura t  

kepada  Penggugat  untuk  menje laskan  mengenai  s ikap  

Tergugat  da lam penye lesa ian  permasa lahan  tun jangan  

nafkah  bu lanan  Penggugat ,  ya i t u  mela lu i  sura t - sura t  

sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama  BPKP 

Nomor:  S- 1679/  SU/02/2010  tangga l  20  Oktober  

2010,  ha l  Tunjangan  Bulanan  dar i  Sdr .  Drs .  Hadi ,  

yang  di t anda tangan i  o leh  Surad j i  se laku       PT 
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Sekre ta r i s  Utama  BPKP,  dan  di tu j u kan  kepada  

Sdr i .  Haniah  bin t i  Sal im.  Sura t  in i  te l ah  

di te r ima  oleh  Penggugat  se jak  bulan  Oktober  2010  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama  BPKP 

Nomor:  S- 2021/  SU/02/2010  tangga l  14  Desember  

2010,  ha l  Permohonan  Pemotongan  Gaj i  Drs .  Hadi  

untuk  Nafkah /Uang  Belan ja  Bulanan ,  yang  

di tanda tangan i  o leh  Surad j i  se laku  PT Sekre ta r i s  

Utama BPKP,  dan  di tu j u kan  kepada  Sura tman  Usman 

dar i  “Law Of f i ce  Sura tman  Usman,  SH & Par tne rs ” .  

(Kuasa  Hukum dar i  Sdr i .  Haniah  b in t i  Sal im) .  

Sura t  in i  te lah  di t e r ima  oleh  Penggugat  se jak  

bulan  Desember  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sehubungan  Penggugat  te tap  t i dak  mener ima  

pen je lasan  Terguga t  yang  d isampaikan  mela lu i  dua  

sura t  Tergugat  sebaga imana  d imaksud  pada  angka  5)  

d i  atas ,  sebaga imana  di tun j ukkan  o leh  Penggugat  

mela lu i  Kuasa  Hukum Penggugat  dengan  menyampaikan  

sura t  kepada  Tergugat  dengan  Nomor:  A-

353/Sr t /SU /Jk t / 02 - 11 tangga l  18 Februar i  2011,  maka 

atas  sura t  Kuasa  Hukum Penggugat  te rsebu t  Tergugat  

te l ah  menjawab mela lu i  sura t  Sekre ta r i s  Utama Nomor  

:  S- 344/SU/02 /2011  tangga l  22  Maret  
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2011  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  di  dalam  sura t  Tergugat  cq  sura t  Sekre ta r i s  

Utama  BPKP Nomor  :  S- 1679/SU/02 /2010  tangga l  20 

Oktober  2010,  sura t  Terguga t  cq  sura t  Sekre ta r i s  

Utama BPKP Nomor  :  S- 2021/  SU/02/2010  tangga l  14  

Desember  2010,  dan  sura t  Tergugat  cq  sura t  

Sekre ta r i s  Utama  BPKP  Nomor  :  S- 344/SU/02 /2011  

tangga l  22  Maret  2011,  te rbuk t i  bahwa  Terguga t  

secara  kons i s t en  te tap  berpendapat  bahwa 

berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  Agama  Jakar ta  

Sela tan  Nomor  :  0372/Pdt .G /2010 /PA.JS  dan SE Kepala  

BAKN Nomor  :  08/  SE/1983  sebaga imana  te lah  d isebu t  

d i  atas  maka  pembagian  gaj i  Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin  kepada  Haniah  bin t i  Sal im  di te t apkan  menuru t  

kesepaka tan  bersama  anta ra  Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin  dan  Haniah  bin t i  

Sal im  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa t i ndakan  Terguga t  sebaga imana  disebu t  d i  atas  

merupakan  perwujudan  atas  pelaksanaan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  10  Tahun  1983  ten tang  Iz i n  

Perkawinan  dan  Percera i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  45 Tahun  1990,  dan  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  (AAUPB)  khususnya  asas  

kepas t i an  hukum,  yang  d imaksudkan  untuk  

menyelesa i kan  permasa lahan  mengena i  tun jangan  
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nafkah  bulanan  Penggugat  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  dan  asas  kepas t i an  

hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian ,  berdasarkan  ura ian  di  atas  te rbuk t i  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tergugat  t i dak  pernah  menolak  permohonan  tun jangan  

nafkah  bulanan  yang  dia j ukan  oleh  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Besarnya  tun jangan  nafkah  bu lanan  Penggugat  ada lah  

berdasarkan  kesepaka tan  bersama  Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin  dan  Haniah  bin t i  Sal im ,  yang  kemudian  

di t i n dak l an j u t i  dengan  sura t  pernya taan  yang  

di tanda tangan i  o leh  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  sebaga i  

dasar  pemotongan  gaj i nya  o leh  Bendahara  Gaj i  

BPKP ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  menolak  dal i l  gugatan  Penggugat  da lam 

pos i t a  gugatan  angka  13,  angka  14,  angka  15,  dan  angka  

18  yang  pada  pokoknya  mendal i l k an  bahwa  percera ian  

te rsebu t  atas  kehendak  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  

seh ingga  Penggugat  berhak  mendapatkan  setengah  dar i  ga j i  

Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin ,  dengan  argumentas i  yur id i s  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - -  

Bahwa Penggugat  te l ah  meminta  kepada  Drs .  Hadi  b in  Obed 

Salmin  untuk  segera  mengajukan  permohonan  percera i an  
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di  Pengadi l an  Agama  setempat  sebaga imana  dimaksud  

dalam  sura t  dar i  Kanto r  Advokat  Herry  Hernawan,  SH 

se laku  Kuasa  Hukum Penggugat  tangga l  01  Oktober  2009  

yang  di t u j u kan  kepada  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin ,  ha l  

Percera ian ,  dengan  tembusan  d isampaikan  kepada  Kepala  

BPKP ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa se lan ju tn ya ,  Penggugat  mela lu i  Kuasa Hukumnya dar i  

Kanto r  Advokat  dan Konsu l t an  Hukum Herry  Hernawan,  SH 

pada  tangga l  26 Oktober  2009  te l ah  menyampaikan  sura t  

pengaduan  kepada  Pres iden  RI ,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  bahwa  Ny.  Haniah  bin t i  Sal im  melaporkan  

pengaduan  agar  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  (suami  

Ny.  Haniah  bin t i  Sal im)  untuk  segera  mencera i kan  

Penggugat  karena  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  te l ah  

mendapat  Keputusan  Kepala  BPKP  Nomor:  KEP-

693/K /SU/2009  ten tang  Pember ian  I j i n  Percera ian  atas  

nama   Drs .  Hadi  tangga l  10  Ju l i  

2009 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  sura t  Kuasa  Hukum Penggugat  te rsebu t  te lah  

di tanggap i  dengan  

sura t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Sekre ta r i a t  Negara  RI  Nomor:  B- 6004/Se tneg /D-

5/11 /2009  tangga l  26  November  2009,  ha l  Pengaduan  

Masyaraka t ,  yang  d i t u j u kan  kepada  Sekre ta r i s  Utama 

BPKP dengan  tembusan  anta ra  la i n  kepada  Kepala  

BPKP,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  agar  
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Sekre ta r i s  Utama  BPKP  dapat  menampung  dan  

memfas i l i t a s i  penye lesa ian  permasa lahan  atas  

pengaduan  te rsebu t  dan  kepada  yang  bersangku tan  

(Kanto r  Advokat  dan Konsu l t an  Hukum Herry  Hernawan,  

SH se laku  Kuasa  Hukum Haniah  bin t i  Sal im)  dapat  

d ibe r i k an  jawaban  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  

ber l aku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Kementer i an  Negara  Pendayagunaan  Apara tu r  

Negara  RI  Nomor  :  R.0156/D.V I /PAN/P/2010  tangga l  2 

Februar i  2010,  ha l  Proses  Percera ian  Sdr .  Hadi  dan  

Sdr i .  Haniah ,  yang  d i t u j u kan  kepada  Kepala  BPKP 

dengan  tembusan  anta ra  la i n  kepada  Inspek tu r  BPKP,  

yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  agar  BPKP 

melakukan  pene l i t i a n  ten tang  kebenaran  is i  laporan  

Sdr i .  Haniah  dan  apab i l a  memang  mengandung  

kebenaran ,  agar  secepatnya  diambi l  t i ndakan  

penye lesa i an  sesua i  dengan  keten tuan  yang  

ber l aku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atas  sura t  Sekre ta r i a t  Negara  dan  Sura t  Kementer i an  

Negara  Pendayagunaan  Apara tu r  Negara  te rsebu t  d i  

atas ,  BPKP  menerb i t kan  sura t  Nomor  :  S-

301/SU/02 /2010  tangga l  8 Maret  2010  hal  Percera ian  

Sdr .  Drs .  Hadi  dengan  Sdr i .  Haniah ,  yang  di t u j u kan  

kepada  Sekre ta r i a t  Negara  dan  Kementer i an  Negara  
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Pendayagunaan  Apara tu r  Negara ,  dengan  tembusan  

kepada        Sdr .  Herry  Hernawan (Kuasa  Hukum Sdr i .  

Haniah)  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  BPKP 

te l ah  menginga tkan  Sdr .       Drs .  Hadi  untuk  segera  

menyelesa i kan  proses  percera i an  yang  bersangku tan ,  

namun  demik ian  ada lah  hak  Sdr .  Drs .  Hadi  untuk  

menentukan  kapan  yang  bersangku tan  mengajukan  

gugatan  cera i  ke  Pengad i l an  Agama,  dan  masih  ada  

permasa lahan  la i n  anta ra        Sdr .  Drs .  Hadi  

dengan  Sdr i .  Haniah  ya i t u  hi l angnya  sura t - sura t  

berharga  mi l i k  Drs .  Hadi  yang  dis impan  di  rumah 

yang  dikuasa i  o leh  Sdr i .  Haniah  yang  kasusnya  

sekarang  masih  di tangan i  o leh  Polsek  Pasar  

Minggu.  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sehubungan  dengan  adanya  dua  sura t  dar i  Penggugat  

te rsebu t  (Sura t  Kuasa  Hukum  Penggugat  tangga l  01  

Oktober  2009  dan tangga l  26 Oktober  2009)  se lan ju t nya  

Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  mengajukan  permohonan  

percera ian  di  Pengad i l an  Agama Jakar ta  Sela tan  yang  

te rda f t a r  da lam  Regis te r  Perkara  Nomor:  

0372/Pd t .G /2010 /PAJS  tangga l  11  Februar i  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam pers idangan  di  Pengad ian  Agama Jakar ta  Sela tan  

te rungkap  fak ta  sebaga imana  anta ra  la i n  dinya takan  

oleh  Maje l i s  Hakim  da lam  per t imbangan  hukum sebaga i  

Halaman 51  dar i  78 halaman Putusan  No.58/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  dar i  fak ta - fak ta  yang  te lah  

diu ra i kan  di  atas  baik  yang  dipe ro leh  dar i  saks i  

ke lua rga  Pemohon  maupun  saks i  ke lua rga  Termohon  

yang  te r j ad i  se lama pers i dangan ,  maka patu t  d iduga  

bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sampai  

pada  puncak  perse l i s i h an  dan  per tengkaran  yang  

su l i t  untuk  dipe rsa tukan  lag i  seh ingga  rumah  

tangga  mereka  dipandang  te lah  pecah  (v ide  ha laman  

44  al i nea  

2) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  leb ih - leb ih  lag i  b i l a  d i l i h a t  dar i  

s ikap  Termohon  se laku  is t e r i  yang  t i dak  ada  

ke ing inan  sed ik i t p un  di  pers idangan  untuk  

memper tahankan  keutuhan  rumah  tangganya  i t u  

set i dak - t i daknya  untuk  membujuk  Pemohon  agar  

bersa tu  lag i  da lam  rumah  tangganya  sebaga imana  

semula  dan  bahkan  di  pers i dangan  pihak  Termohon  

jus t r u  memohon agar  da lam perkara  a quo  pengad i l an  

mengabulkan  permohonan  cera i  ta l ak  yang  d ia jukan  

oleh  Pemohon,  ha l  te rsebu t  juga  menguatkan  

kete rangan  saks i  bahwa anta ra  Pemohon dan  Termohon  

te l ah  te r j ad i  perse l i s i h an  yang  te rus - menerus  yang  

sudah  t i dak  ada  harapan  untuk  di rukunkan  kembal i  

(v i de  halaman  45  al i nea  
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3) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  hal  la i n  yang  menjad i kan  Maje l i s  

Hakim  t i dak  ada  harapan  untuk  merukunkan  Pemohon  

dan  Termohon  lag i  adalah  s ikap  pihak  Pemohon yang  

te tap  ber tekad  mau bercera i  dengan  Termohon  beg i t u  

juga  s ikap  Termohon  yang  menyatakan  t i dak  

kebera tan  untuk  bercera i  seka l i pun  Maje l i s  Hakim  

te l ah  berupaya  mendamaikan  para  pihak ,  ha l  mana  

menunjukkan  bahwa  d i  hat i  para  p ihak  sudah  t i dak  

ada  lag i  ke ing inan  untuk  mempertahankan  keutuhan  

rumah  tangganya  guna  mewujudkan  rumah  tangga  yang  

sak inah  sebaga imana  tu j uan  perkawinan  yang  

di i damkan  oleh  set i ap  ke lua rga  pada  umumnya (v i de  

halaman 45 al i nea  4) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  apa lag i  b i l a  d i l i h a t  dar i  s ikap  

saks i  ke lua rga  yang  sama- sama  menyatakan  t i dak  

sanggup  untuk  mendamaikan  Pemohon dengan  Termohon,  

bahkan  menyatakan  bahwa  percera ian  para  pihak  

ada lah  ja l an  yang  te rba i k  bag i  mereka,  semuanya  

in i  membukt i kan  bahwa  perse l i s i h an  dan  

per tengkaran  anta r  Pemohon  dan  Termohon  te rsebu t  

te l ah  sampai  pada  keadaan  yang  sangat  kr i t i s  yang  

su l i t  untuk  disa tukan  kembal i ,  sebab  ada lah  suatu  

yang  t i dak  laz im  te r j ad i  p ihak  ke lua rga  mendukung  

percera ian  apab i l a  rumah  tangga  Pemohon  dan  

Termohon  te rsebu t  masih  ada  harapan  dan  mungkin  
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untuk  di rukunkan  kembal i  (v i de  halaman  45  al i nea  

5) ; - - -

Menimbang,  bahwa beg i t u  juga  hal  la i n  yang  menjad i kan  

t i dak  ada  harapan  untuk  merukunkan  Pemohon  dan  

Termohon  adalah  adanya  persangkaan  ten tang  

keh i l angan  dokumen- dokumen  pent i ng  mi l i k  Pemohon  

di  da lam  rumahnya  yang  mel iba t kan  pihak  ke luarga  

Pemohon  dan  Termohon  maupun  apara t  penegak  hukum 

dan  juga  atasan  Pemohon sebaga imana  bukt i  P- 5,  P- 8  

s/d  P- 13,  dan T- 11 s/d  T- 14,  ha l  te rsebu t  ka lau lah  

benar  adanya,  maka akan  menjad ikan  sak i t  hat i  yang  

sangat  da lam  bagi  Pemohon  yang  merasa  te l ah  

dikh iana t i  o leh  Termohon  yang  te lah  menghi l angkan  

dokumen- dokumen  pent i ng  mi l i k  Pemohon,  dan  

seba l i k nya  apab i l a  tuduhan  te rsebu t  t i dak  benar  

dan  t i dak  pernah  di l akukan  oleh  Termohon,  juga  

akan  membawa luka  hat i  yang  sangat  mendalam  dan  

per l u  waktu  untuk  melupakannya  seh ingga  semuanya  

mempunyai  pengaruh  negat i f  da lam  per ja l anan  rumah  

tangga  Pemohon  dan  Termohon  yang  mengak iba t kan  

rumah tangga  mereka  su l i t  untuk  d i rukunkan  kembal i  

(v i de  halaman  46  al i nea  1) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa percera ian  i t u  sedapat  mungk in  untuk  

dapat  d ih i nda r i ,  namun  apabi l a  kond is i  sebuah  

ke luarga  sudah  sebaga imana  yang  diu ra i kan  di  atas ,  

maka  mempertahankannya  ada lah  suatu  usaha  yang  
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s ia - s ia  sa ja ,  karena  di  samping  keutuhan  

perkawinan  i t u  t i dak  bisa  di l akukan  o leh  sep ihak  

sa ja  juga  akan  menimbulkan  dampak  negat i f  bagi  

semua  p ihak  (v i de  halaman  46  a l i nea  3) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  apa  yang  diu ra i kan  di  atas ,  

maka  Maje l i s  berpendapat  pin tu  percera i an  dapat  

d ibuka  guna  menghindarkan  para  pihak  dar i  kemelu t  

rumah tangga  yang  berkepan jangan ,  ha l  mana se ja l an  

dengan  f i qh i yah  yang  

berbuny i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art i nya  “menolak  kerusakan  i t u  didahu lukan  dar i  

mera ih  kemaslaha tan ”  (v i de  halaman  46  al i nea  

4)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  per t imbangan  hukum  te rsebu t ,  se lan ju t nya  

Maje l i s  Hakim  memutuskan  mengabulkan  Permohonan  Sdr .  

Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  sebag ian  dan  member i  i j i n  

kepada  Sdr .  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  untuk  menja tuhkan  

ta l ak  satu  ra j ’ i  te rhadap  Haniah  bin t i  Sal im  di  depan  

s idang  Pengad i l an  Agama  Jakar ta  

Sela tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Dengan  demik ian ,  dal i l  Penggugat  bahwa  percera i an  

te r j ad i  atas  kehendak  Drs .  Hadi  b in  Obed Salmin  seh ingga  

Penggugat  berhak  mendapatkan  nafkah  bulanan  setengah  
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gaj i  Drs .  Hadi  b in  Obed  Salmin  adalah  t i dak  benar ,  

seh ingga  gugatan  Penggugat  harus  

di to l ak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  se lu ruh  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

Tergugat  mohon ke  hadapan  Yang  Terhormat  Maje l i s  Hakim  pada  

PTUN Jakar ta  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a  quo 

berkenan  k i ranya  untuk  menja tuhkan  putusan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

Mener ima  ekseps i  Tergugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Mener ima  jawaban  Tergugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  sura t  Tergugat  c.q .  sura t  Sekre ta r i s  Utama BPKP 

Nomor  :               S- 344/SU/02 /2011  tangga l  22 Maret  
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2011  ada lah  pengu langan  dar i  sura t  Tergugat  c.q .  sura t  

Sekre ta r i s  Utama BPKP Nomor  :  S- 1679/SU/02 /2010  tangga l  

20  Oktober  2010  dan  sura t  Terguga t  cq  sura t  Sekre ta r i s  

Utama BPKP Nomor  :  S- 2021/SU/02 /2010  tangga l  14 Desember  

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  sura t  Tergugat  c.q .  sura t  Sekre ta r i s  Utama BPKP 

Nomor  :               S- 344/SU/02 /2011  tangga l  22 Maret  

2011 jo .  sura t  Tergugat  c.q .  sura t  Sekre ta r i s  Utama BPKP 

Nomor  :  S- 1679/SU/02 /2010  tangga l  20  Oktober  2010  jo .  

sura t  Terguga t  cq  sura t  Sekre ta r i s  Utama BPKP Nomor  :  

S- 2021/SU/02 /2010  tangga l  14  Desember  2010  ada lah  sah  

dan  mengika t  secara  

hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  jawaban  Tergugat ,  Penggugat  te l ah  

mengajukan  rep l i k  te rhadap  jawaban  Terguga t  te r t angga l  13  

Jun i  2011  dalam  pers idangan  tangga l  13  Jun i  2011,  dan  atas  

rep l i k  Penggugat  te r sebu t  Terguga t  te l ah  mengajukan  dup l i knya  

te r t angga l  20  Jun i  2011  dalam  pers idangan  tangga l  20  Jun i  

2011,  untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  in i ,  maka  is i  

se lengkapnya  dar i  rep l i k   dan  dup l i k  te r sebu t  cukup  di tun j uk  

pada  ber i t a  acara  pers i dangan  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat   te lah  mengajukan  bukt i  te r t u l i s  berupa  

fo to  copy  sura t - sura t   yang  te lah  dibe r i  metera i  cukup  dan  

te l ah  di l ega l i s i r  ser ta  te lah  disesua i kan  dengan as l i nya  atau  

fo to  copynya  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  

sah  dengan  diber i  tanda  P- 1  sampai  dengan  P-  10,  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bukt i  P- 1 : Sura t  Sekre ta r i s  Utama  Badan  Pengawasan  

Keuangan  dan  Pembangunan  Nomor  :  S-

344/SU/02 /2011 ,  tangga l  22  Maret  2011,  Hal  :  

Permohonan  Tunjangan  Nafkah  Bulanan  Bekas  

Is te r i .  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bukt i  P- 2 : Sura t  Keputusan  Kepala  Badan  Pengawasan  

Keuangan  dan  Pembangunan  Nomor  :  KEP-

693/K /SU/2009 ,  tangga l  10  Ju l i  2009,   Tentang  

Pember ian  Iz i n  Percera ian .  (Fo to  copy  dar i  

fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Bukt i  P- 3 : Ber i t a  Acara  Pemer iksaan ,  tangga l  3 Apr i l  

2009.  (Fo to  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bukt i  P- 4 : Sura t  Deput i  Pengawasan  Ins tans i  

Pemer in tah  Bidang  Pol i t i k ,  Sosia l  dan  

Keamanan,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  
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Pembangunan  Nomor  :  S- 209/D2/3 /2009 ,  tangga l  

11  Maret  2009,  Hal  :  Permohonan  Iz i n  

percera ian  an.  Drs .  Hadi .  (Fo to  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bukt i  P- 5 : Sura t  Syura tman  Usman,  S.H  (Kuasa  Hukum 

Penggugat )  Nomor  :  A- 190/Sr t /SU/Jk t / 1 1 - 10,  

tangga l  8  November  2010,  Hal  :  Permohonan  

Pemotongan  Gaj i  Drs .  Hadi  untuk  Nafkah /Uang  

Belan ja  Bulanan.  (Fo to  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - -

6.  Bukt i  P- 6 : Sura t  Syura tman  Usman,  S.H  (Kuasa  Hukum 

Penggugat )  Nomor  :  A- 207/Sr t /SU/Jk t / 1 2 - 10,  

tangga l  14  Desember  2010,  Hal  :  Ik ra r  Talak  

dan  Kewaj iban - kewaj i ban  Akiba t  Percera ian .  

(Fo to  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

7.  Bukt i  P- 7 : Sura t  Syura tman  Usman,  S.H  (Kuasa  Hukum 

Penggugat )  Nomor  :  A- 341/Sr t /SU/Jk t / 0 2 - 11,  

tangga l  8 Februar i  2011,     Hal  :  Konf i rmas i .  

(Fo to  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.  Bukt i  P- 8 : Sura t  Syura tman  Usman,  S.H  (Kuasa  Hukum 

Penggugat )  Nomor  :  A- 353/Sr t /SU/Jk t / 0 2 - 11,  

tangga l  18  Februar i  2011,  Hal  :  Permohonan  

Tunjangan  Nafkah  Bulanan  Bekas  Is te r i .  (Fo to  
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copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

9.  Bukt i  P- 9 : Sura t  Erv in  Lub is ,  S.H. ,  LL.M  (Kuasa  

Hukum Drs .  Hadi )  tangga l  20 Desember  2010,  Hal  

:  Tanggapan.  (Fo to  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

10.  Bukt i  P- 10 : Sura t  Erv in  Lub is ,  S.H. ,  LL.M 

(Kuasa  Hukum Drs .  Hadi )  tangga l  16  Februar i  

2011,  Hal  :  Tanggapan  Terhadap  Sura t  Nomor  :  

A- 341/Sr t /SU /Jk t / 02 - 11.  (Fo to  copy  sesua i  

dengan 

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat   te lah  mengajukan   bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  te l ah  dibe r i  metera i  cukup  

dan  te l ah  di l ega l i s i r  ser ta  te l ah  disesua i kan  dengan  as l i nya  

atau  fo to  copynya  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  

yang  sah  dengan  dibe r i  tanda  T  - 1  sampai  dengan  T  - 29,  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bukt i  T- 1 : Bab  I I I  angka  28  huru f  a  Sura t  Edaran  

Badan  Admin is t r a s i  Kepegawaian  Negara  Nomor  :  

08/SE/1983  Tentang  I j i n  Perkawinan  dan  

Percera ian  Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l .  (Fo to  

copy  sesua i  dengan  
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as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

2.  Bukt i  T- 2 : Bab  I I  angka  14  Sura t  Edaran  Badan 

Admin is t r a s i  Kepegawaian  Negara  Nomor  :  

48/SE/1990  Tentang  Petun juk  Pelaksanaan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45  Tahun  1990  

Tentang  Perubahan  Atas  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  10  Tahun  1983   Tentang  I j i n  Perkawinan  

dan  Percera ian  Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l .  

(Fo to  copy  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - - - - - -

3.  Bukt i  T- 3 : Kut ipan  Akta  Nikah  Nomor  :  188/12 /V /2003  

tangga l  15  Mei  2003.  (Fo to  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bukt i  T- 4 : Sura t  Keputusan  Kepala  Badan  Pengawasan  

Keuangan  dan  Pembangunan,  Nomor  :  KEP-

693/K /SU/2009 ,  tangga l  10  Ju l i  2009,   Tentang  

Pember ian  Iz i n  Percera ian .  (Fo to  copy  dar i  

fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bukt i  T- 5 : Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Tim Per t imbangan  

Pember ian  Iz i n  Perkawinan  dan  Percera ian  BPKP 

te rhadap  Ny.  Hj .  Fat imah  ( Ibunda  Drs .  Hadi ) ,  

tangga l  17 Apr i l  2009 (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Bukt i  T- 6 : Ber i t a  Acara  Permin taan  Keterangan  Tim 
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Per t imbangan  Pember ian  Iz i n  Perkawinan  dan  

Percera ian  BPKP  te rhadap  Sula ryo  (Pen jaga  

Rumah Bapak  Drs .  Hadi ) ,  tangga l  24 Apr i l  2009  

(Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  Bukt i  T- 7 : Hasi l  Permin taan  Keterangan  Tim 

Per t imbangan  Pember ian  Iz i n  Perkawinan  dan  

Percera ian  BPKP  te rhadap  Nadim  Basi r  

(Ke lua rga /Sepupu  Ibu  Haniah) ,  tangga l  27 Apr i l  

2009  (Foto  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

8.  Bukt i  T- 8 : Putusan  Pengadi l an  Agama Jakar ta  Sela tan  

Nomor  :  0372/  Pdt .G /2010 /PA  JS,  tangga l  1 

September  2010.  (Foto  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bukt i  T- 9 : Penetapan  Pengad i l an  Agama  Jakar ta  

Sela tan  Nomor  :  0372/  Pdt .G/2010 /PA  JS,  

tangga l  22  Desember  2010.   (Fo to  copy  sesua i  

dengan 

sa l i nan ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

10.  Bukt i  T- 10 : Akta  Cera i  Nomor  :  

2189/AC/2010 /PA.JS ,  tangga l  22  Desember  2010.  

(Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - -
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11.  Bukt i  T- 11 : Sura t  dar i  Ny,  Haniah  Bin t i  

Sal im  (Penggugat )   yang  di tu j ukan  kepada  

Kepala  BPKP tangga l  6 Oktober  2010,  Per iha l  :  

tun jangan  bulanan  dar i  Drs .  Hadi .  (Foto  copy  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.  Bukt i  T- 12 : Sura t  Sekre ta r i s  Utama  BPKP 

Nomor  :  S- 1679/SU/02 /2010 ,  tangga l  20  Oktober  

2010,  Hal  :  Tunjangan  Bulanan  dar i  Sdr .  Drs .  

Hadi .  (Foto  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.  Bukt i  T- 13 : Sura t  Syura tman  Usman,  S.H 

(Kuasa  Hukum  Penggugat )  Nomor  :  A-

190/Sr t /SU /Jk t / 11 - 10,  tangga l  8 November  2010,  

Hal  :  Permohonan  Pemotongan  Gaj i  Drs .  Hadi  

untuk  Nafkah /Uang  Belan ja  Bulanan.  (Fo to  copy  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.  Bukt i  T- 14 : Sura t  Sekre ta r i s  Utama  BPKP 

Nomor  :  S- 2021/SU/02 /2010 ,  tangga l  14 Desember  

2010,  Hal  :  Permohonan  Pemotongan  Gaj i  Drs .  

Hadi  untuk  Nafkah /Uang  Belan ja  Bulanan .  (Fo to  

copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
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15.  Bukt i  T- 15 : Sura t  Syura tman  Usman,  S.H 

(Kuasa  Hukum  Penggugat )  Nomor  :  A-

353/Sr t /SU /Jk t / 02 - 11,  tangga l  18  Februar i  

2011,  Hal  :  Permohonan  Tunjangan  Nafkah  

Bulanan  Bekas  Is t e r i .  (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.  Bukt i  T- 16 : Sura t  Sekre ta r i s  Utama  Badan 

Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Nomor  :  S-

344/SU/02 /2011 ,  tangga l  22  Maret  2011,  Hal  :  

Permohonan  Tunjangan  Nafkah  Bulanan  Bekas  

Is te r i .  (Fo to  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.  Bukt i  T- 17 : Sura t  pangg i l an  dar i  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  W2-TUN 

1/434 /HK.06 / IV /2011  tangga l  11  Apr i l  2011.

(Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.  Bukt i  T- 18 : Sura t  Kepala  Kanto r  Urusan  

Agama  Kecamatan  Tegal  Bara t ,  Kota  Tegal  

Nomor  :  Kk.11 .35 .02 /Pw.01 /V I I / 3 9 /  2011 tangga l  

5  Ju l i  2011  Per iha l  :  In fo rmas i  Nikah.  (Foto  

copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.  Bukt i  T- 19 :   Sura t  dar i  kuasa  hukum Penggugat  

“Her r y  Hernawan,  S.H”  tangga l  26 Oktober  2009,  

Hal  :  Pengaduan.  (Fo to  copy  dar i  fo to  
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copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.  Bukt i  T- 20 : Sura t  Deput i  Menter i  Sekre ta r i s  

Negara  Bidang  Pengawasan  Nomor  :  B-

6004/Se tneg /D- 5/11 /2009 ,  tangga l  26  November  

2009,  Hal  :  Pengaduan  Masyaraka t .  (Foto  copy  

dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

21.  Bukt i  T- 21 : Sura t  Pl t .  Deput i  Bidang  

Pengawasan  a.n .  Menter i  Negara  Pendayagunaan  

Apara tu r  Negara  Nomor  :  R.0156/D.V I /  

PAN/P/2010 ,  tangga l  2  Februar i  2010,  Hal  :  

Proses  Percera ian  Sdr .  Drs .  Hadi  dan  Sdr .  

Haniah .  (Fo to  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22.  Bukt i  T- 22 : Sura t  Sekre ta r i s  Utama  Badan 

Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Nomor  :  S-

301/SU/02 /2010 ,  tangga l  8  Maret  2010  Hal  :  

Percera ian  Sdr .  Drs .  Hadi  dan  Sdr .  Haniah .  

(Fo to  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

23.  Bukt i  T- 23 : Sura t  Penganta r  Nomor  :  047/RT  

0014/V /2011 ,  tangga l  19  Mei  2011  (Foto  copy  

dar i  fo to  
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copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

24.  Bukt i  T- 24 : Foto - fo to  pern i kahan  anta ra  

Penggugat  dengan  Tauf i q  Achmad.  (Fo to  copy  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25.  Bukt i  T- 25 : Sura t  Kepala  Dinas  Kependudukan  

dan  Pencata tan  Sip i l  Prov ins i  DKI  Jakar ta  

Nomor  :  -  tangga l  18  Nopember  2010  Per iha l  :  

Sura t  Pember i t ahuan  Nomor  Induk  Kependudukan  

(NIK) .   (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26.  Bukt i  T- 26 : Kar tu  Keluarga  No.  

3174040701090277,  tangga l  12  Mei  2011  nama 

kepa la  ke lua rga  :  Drs .  Hadi .  (Foto  copy  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27.  Bukt i  T- 27 : Sura t  Tanda  Pener imaan  

Laporan /Pengaduan  Nomor  :  788/  

K/XI / 2009 /POLSEK  PSM,  tangga l  18  Nopember  

2009.  (Fo to  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

28.  Bukt i  T- 28 : Sura t  Tanda  Pener imaan  Laporan  

Kehi l angan  Sura t /Ba rang  No.  Pol  :  

B/2953/X I / 2009 /POLSEK PSM, tangga l  18 Nopember  
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2009.  (Fo to  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29.  Bukt i  T- 29 : Sura t  dar i  Erv in  Lub is ,  S.H. ,  

LL.M  Kuasa  Hukum  Drs .  Hadi  Nomor  :  

34/EL . I / 2010 ,  tangga l  21  Januar i  2010,  

Per iha l  :  Sumpah.  (Fo to  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  bukt i  sura t ,  Tergugat  

menghadi r kan  2  (dua)  orang  saks i ,  yang  menerangkan  di  bawah 

sumpah sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saks i  1 :  Drs .  HADI.  

Saks i  menerangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  kena l  dengan  Penggugat ,  karena  Saks i  mantan  

suami  Penggugat  dan  Saks i  kena l  dengan  Pihak  Terguga t  

namun t i dak  mempunyai  hubungan  darah  atau  ke lua rga  hanya  

hubungan  

ker j a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  sebaga i  Di rek tu r  Pengawasan  Lembaga Pemer in tah  

Bidang  Penegakan  Hukum  dan  Kesekre ta r i a t an  Lembaga 

Ter t i ngg i  dan Tingg i  Negara  pada  Badan Pengawasan  Keuangan  

dan Pembangunan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  menikah  dengan  Penggugat  pada  tahun  2003  dan  

pada  September  2010  Saks i  berce ra i  dengan  
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Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  permasa lahan  rumah  tangga  te r j ad i  ada lah  masalah  

anak- anak  Saks i  has i l  perkawinan  dengan  is t e r i  per tama,  

anak- anak  Saks i  se lama  in i  t i ngga l  d i  Tas ikmalaya  dengan  

Ibu  Saks i .  Harapan  Saks i  menikah  dengan  Penggugat   ada lah  

ing in   ke lua rga   bersa tu  lag i ,  namun  kenyataannya  

Penggugat  t i dak  setu ju  anak- anak  t i ngga l  bersama,  konf l i k  

mengenai  anak- anak  te rus  te r j ad i  h ingga  akh i rnya  Saks i  

memutuskan  ke lua r  dar i  rumah.  Saks i  sudah  berusaha  untuk  

menyatu  kembal i  namun Penggugat  semakin  jauh  dar i  harapan,  

karena  Penggugat  t i dak  mau  mengajukan  gugatan  cera i  

akh i rnya  Saks i  mengajukan  percera i an .  Saks i  mengajukan  

i j i n  percera ian  kepada  Pimpinan  BPKP dimana  Saks i  beker j a ,  

sete lah  i t u  diben tuk l ah  Tim  yang  kemudian  melakukan  

pemer iksaan  ba ik  te rhadap  Saks i ,  Penggugat ,  Ibu  dan  anak-

anak  Saks i  ser ta  saudara  Penggugat .  Akhi rnya  dar i  

pemer i ksaan  te rsebu t  ke lua r l ah  i j i n  

percera ian  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa disaa t  Saks i  mengurus  percera ian  ke  Pengad i l an  Agama 

Jakar t a  Sela tan ,  Saks i  bermaksud  kembal i  lag i  kerumah  

untuk  mengambi l  sura t - sura t  pent i ng  Saks i  seper t i  i j a zah -

i j a zah ,   paspor  dan  la i n - la i n  te rnya ta  sudah  t i dak  ada,  

Penggugat  menyatakan  t i dak  tahu ,  akh i rnya  Saks i  lapor  

Pol i s i  namun sampai  saat  in i  saks i  t i dak  tahu  keberadaan  

sura t - sura t  pent i ng  te rsebu t  ; - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  sudah  berusaha  untuk  memper tahankan  rumah 
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tangganya ,   namun  percera i an l ah  yang  

te rba i k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- Bahwa  se jak  ke lua r  dar i  rumah,  Saks i  se la l u  member ikan  

nafkah  kepada  Penggugat  sebesar     Rp.  4.000 .000 , -  (Empat  

ju ta  rup iah )  set i ap  bu lan  sampai  dengan  Agustus  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa sampai  saat  in i  mobi l  dan  rumah masih  dikuasa i  o leh  

Penggugat  ; - - - - - - - -

Saks i  2 :  Drs .  MUSTARI ADHYNEGARA, M.M. ,  MBA.

Saks i  menerangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  kena l  dengan  Penggugat  hanya  sebaga i  warga  

t i dak  mempunyai  hubungan  darah  atau  ke lua rga  dan  kena l  

dengan  Terguga t  te tap i  t i dak  mempunyai  hubungan  darah  atau  

ke luarga  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa se jak  tahun  2008  saks i  sebaga i  Ketua  Rukun  Tetangga  

RT.014  RW.003,  Peja ten  Bara t ,  Pasar  Minggu,  Jakar t a  

Sela tan  dimana  Penggugat  dan  Pak  Hadi  

t i ngga l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  tahu  anta ra  Penggugat  dan Pak Hadi  ada masalah  

dan  saks i  juga  tahu  ka lau  Pak  Hadi  keh i l angan  sura t - sura t  
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pent i ng  di rumah  karena  Pak  Hadi  pernah  minta  to l ong  

bersama- sama untuk  mencar i  berkas - berkas  te rsebu t ,   namun 

te rnya ta  t i dak  

di temukan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pada  bulan  Mei  2011  Penggugat  pernah  meminta  kepada  

saks i  sura t  penganta r  untuk  menumpang  nikah  di  KUA 

Tegal  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  pihak  Penggugat  t i dak  mengajukan  

saks i  d ipe rs i dangan ,  walaupun  sudah  dibe r i  kesempatan  untuk  

i t u  secara  patu t  ; - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa Tergugat  te l ah  menyerahkan  Kesimpulan  

te r t angga l  8 Agustus  2011 da lam pers idangan  tangga l  8 Agustus  

2011 sedangkan  Penggugat  menyerahkan  Kesimpulannya  te r t angga l  

8 Agustus  2011 da lam pers idangan  tangga l  15 Agustus  2011 yang  

is i n ya  cukup  di tun j uk  dalam  Ber i t a  Acara  pers i dangan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  akh i rnya  Penggugat  dan  Tergugat  

menyatakan  t i dak  akan  mengajukan  apa- apa  lag i  dan  mohon 

putusan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  sete lah  memperhat i kan  

sega la        sesuatu  yang  te r j ad i  se lama pers idangan  perkara  

in i  ber langsung  sebaga imana  te rca ta t  da lam  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Pers iapan  dan  Pers idangan  yang  bersangku tan ,  

ada lah  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  dalam 

putusan  
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in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  Gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  

d ia tas   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t  o leh  Penggugat  untuk  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  

ada lah  Sura t  Keputusan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  

Pembangunan  Nomor  :  S- 344/SU/02 /2011 ,  tangga l  22  Maret  2011,  

Per iha l  :  Permohonan  Tunjangan  Nafkah  Bulanan  Bekas  Is te r i .

(Buk t i  P- 1  =  T-

16)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Eksepsi  :

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Pihak  Tergugat  te l ah  mengajukan  ekseps i  sebaga imana  te rmuat  

da lam Sura t  Jawaban te r t angga l  26 Mei  2011 yang pada pokoknya  

mendal i l k an  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - -

1. Gugatan  Salah  Sasaran  ( Erro r  in  Persona l /E r r o r  in  

Subjec tum )  ;

Bahwa  Terguga t  da lam  hal  in i  Kepala  Badan  Pengawasan 

Keuangan  dan  Pembangunan  t i dak  pernah  menerb i t kan /  
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menandatangan i  Sura t  Keputusan  Nomor  :  S- 344/SU/02 /2011 ,  

tangga l  22  Maret  2011  (Objek  Sengketa ) ,  tap i  d i t e rb i t k an  

dan  di tanda tangan i  o leh  Sekre ta r i s  Utama  Badan  Pengawasan 

Keuangan  dan  Pembangunan  yang  di tembuskan  kepada  Kepala  

Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan ,  seh ingga  

Gugatan  yang  dia j ukan  o leh   Penggugat  sa lah  sasaran ,  o leh  

karena  i t u  Gugatan  Penggugat  harus  

di to l ak   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  Penggugat  Telah  Lampau Waktu  ( Daluwarsa )  ;

Bahwa Gugatan  Penggugat  dia j ukan  te l ah  lewat  waktu  sesua i  

Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  karena  

Penggugat  mengetahu i  s ikap  Tergugat  se jak  tangga l  20  

Oktober  2010  te rka i t  dengan  permasa lahan  tun jangan  nafkah  

bulanan  Penggugat  sesua i  dengan  Sura t  Tergugat  cq.  Sura t  

Sekre ta r i s  Utama Badan Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  

Nomor  :  S- 1679/SU/02 /2010 ,  tangga l  20  Oktober  2010,  

sedangkan  Penggugat  baru  mengajukan  Gugatan  pada  tangga l  

21 Maret  2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek  gugatan  dia j ukan  oleh  Penggugat  bukan  merupakan  

keputusan  Tata  Usaha  Negara   yang  dapat  d iguga t  d i  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

Bahwa  objek  gugatan  yang  d i j ad i kan  objek  gugatan  oleh  

Penggugat  bukan  te rmasuk  sura t  keputusan  Tata  Usaha Negara  

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  1  angka  9  Undang- Undang  Nomor 

51  Tahun  2009,  seh ingga  t i dak  dapat  d i j ad i kan  ob jek  
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sengketa  Tata  Usaha Negara  di  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  

dengan  demik ian  Gugatan  Penggugat  harus  

di to l ak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ekseps i - ekseps i  te rsebu t  d iban tah  

oleh  Penggugat  sebaga imana te rmuat  da lam rep l i k  te r t angga l  13  

Jun i  2011  yang  pada  pokoknya  menolak  da l i l  ekseps i  Terguga t  

dan te tap  pada dal i l  gugatannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i - ekseps i  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu  akan  mempert imbangkan  ekseps i  

mengenai  Gugatan  Penggugat  te l ah  lewat  waktu  (da luwarsa )  

sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sesua i  keten tuan  Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  menyebutkan  bahwa  Gugatan  dapat  d ia jukan  hanya  

dalam tenggang  waktu  sembi lan  pu luh  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  

d i te r imanya  atau  d iumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   Sura t  Keputusan  Objek  Sengketa  Nomor  :  S-

344/SU/02 /2011 ,  tangga l  22  Maret  2011,  Per iha l  :  Permohonan  

Tunjangan  Nafkah  Bulanan  Bekas  Is te r i . ( B uk t i  P- 1  =  T- 16)  

te rsebu t  d ike tahu i  o leh  Penggugat  pada  tangga l  24 Maret  2011  

te tap i  sura t  keputusan  objek  sengke ta  te rsebu t  ada lah  

merupakan  rangka ian  atau  lan ju t an  dar i  sura t  keputusan- sura t  

keputusan  yang  di t e rb i t k an  oleh  Tergugat  sebe lumnya  yang  

subtans inya  adalah  sama dengan sura t  keputusan  objek  sengketa  

(Buk t i  P- 1  =  T- 16)  ya i t u  Sura t  Keputusan  Nomor  :  S-
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1679/SU/02 /2010 ,  tangga l  20  Oktober  2010,  Hal  :  Tunjangan  

Bulanan  dar i  Sdr .  Hadi ,  yang  di te r ima  oleh  Penggugat  pada  

bulan  Oktober  2010  (Buk t i  T- 12)  dan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  

S- 2021/SU/02 /2010 ,  tangga l  14 Desember  2010,  Hal  :  Permohonan  

Pemotongan  Gaj i  Drs .  Hadi  untuk  Nafkah /Uang  Belan ja  Bulanan,  

yang  di t e r ima  oleh  Penggugat  pada  bulan  Desember  2010  (Buk t i  

T- 14) ,  seh ingga  dengan  demik ian  te rbuk t i  Penggugat  te l ah  

mengetahu i  s ikap  Tergugat  te rka i t  permasa lahan  tun jangan  

nafkah  bulanan  Penggugat  sebaga imana  te rmuat  da lam  sura t  

keputusan- sura t  keputusan  Terguga t  sebe lumnya  (Buk t i  T- 12 dan  

T- 14) ,  o leh  karena  sura t  keputusan   ob jek  sengketa  Nomor :  S-

344/SU/02 /2011 ,  tangga l  22 Maret  2011 yang  substas i nya  ada lah  

sama  dan  merupakan  pengu langan /  rangka ian  dar i  Sura t  

Keputusan  Tergugat  sebe lumnya,  maka seharusnya  Gugatan  yang  

dia jukan  oleh  Penggugat  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a  pada saat  Penggugat  mener ima  Sura t  Keputusan  Tergugat  

yang  per tama  ya i t u  pada  bulan  Oktober  2010,  te tap i  

kenyataannya  Gugatan  dia j ukan  o leh  Penggugat  te l ah  t i dak  

memenuhi  keten tuan  sebaga imana  yang  disyara t kan  dalam  Pasa l  

55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ya i t u  Gugatan  d ia j ukan  

te l ah  melampaui  tenggang  waktu  90  har i  se jak  saat  d i t e r ima  

atau  d iumumkannya  sura t  keputusan  te rsebu t ,  seh ingga  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  t i dak  berwenang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  objek  sengketa  yang  

dia jukan  oleh  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  d ia tas  

te rdapa t  cukup  alasan  hukum bahwa  Ekseps i  Tergugat  ten tang  

Gugatan  Penggugat  te l ah  lampau  waktu  (da luwarsa )  patu t  

d ikabu l kan ,  seh ingga  Ekseps i  te rsebu t  harus  dinya takan  

di te r ima ,  karena  Ekseps i  te rsebu t  merupakan   Ekseps i  mengenai  

Gugatan  lewat  waktu  atau  kada luwarsa ,  maka te rhadap  Ekseps i -

ekseps i  Tergugat  se leb ihnya  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  

lag i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara  ;

Menimbang,  bahwa o leh  karena  Ekseps i  Tergugat  mengenai  

Gugatan  te l ah  lampau  waktu  (da luwarsa )  di te r ima ,  maka 

te rhadap  pokok  perkara  Maje l i s  Hakim  t i dak  per lu  

memper t imbangkan  lag i ,  o leh  karena  i t u  Gugatan  Penggugat  

harus  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  dan  kepada  Penggugat  

sesua i  keten tuan  Pasa l  110  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

harus  dihukum untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  besarnya  akan  

di te t apkan  dalam amar  putusan  in i  ; - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ala t - ala t  bukt i  yang  t i dak  

disebu t  secara  tegas  da lam  per t imbangan  hukum putusan  in i  

d ianggap  t i dak  re levan  dan  dikesampingkan ,  namun  te tap  

dipe r i n t ahkan  untuk  te tap  d i l amp i r kan  da lam  berkas  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  pasa l - pasa l  da lam  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  jo .  Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2004  jo .  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  dan  atu ran - atu ran  hukum  la i n  yang  berka i t an  dengan  

perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

Dalam Eksepsi  :

Mener ima  Ekseps i  Tergugat  ten tang  Gugatan  Penggugat  te l ah  

lampau  waktu  

(da luwarsa )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara  :

Menyatakan  Gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

Rp.  434.000 , -  (Empat  ra tus  t i ga  puluh  empat  r i bu  

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s   Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada har i  

Selasa  tangga l  13  September  2011  o leh  KASIM,  S.H sebaga i  

Hakim Ketua   Maje l i s ,  JUMANTO, S.H dan      Dra.  MARSINTA ULI  
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HAKI M KETUA MAJELI S,

TTD

KASI M,  S. H

HAKI M ANGGOTA I ,

                  TTD
     JUMANTO,  S. H

HAKI M ANGGOTA I I ,

TTD

Dr a.  MARSI NTA ULI  SARAGI H,  S. H. , M. H
SARAGIH,  S.H. ,  M.H  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  dan 

putusan  te rsebu t  d ibacakan  dalam  pers idangan  yang  te rbuka  

untuk  umum  pada  har i  Rabu tangga l  14  September  2011  o leh  

Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  dengan  diban tu  o leh   MULYATI,  S.H 

sebaga i  Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a ,  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Terguga t  dan tanpa  

dihad i r i  Penggugat  atau  Kuasa  

Hukumnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

                                  

  

PANITERA  PENGGANTI,

  
  TTD

                                                          MUL

YATI ,  S.H.

Rinc ian  Biaya  Perkara  :
1.  Pendaf ta ran…………………………… Rp.       30.000 , -  
2. ATK……………………………………. Rp.  50.000 , -
3.  Panggi l an - Panggi l an….……………… Rp.     340.000 , -
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4.  Metera i  Putusan….. .…………………Rp.         6.000 , -
5.  Redaks i  Putusan……………………… Rp.         5.000 , -
6.  Leges  Putusan   ….…………………..Rp.         3.000 , -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  +
Rp.     434.000  , -

                         (Empat  ra tus  t i ga  puluh  empat  
r i bu  rup iah )   
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